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surat pemyataan pengunduran diri dari karyawan atau
pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta
Pemilu.

Pasal 228

Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa
pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang
bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode
berikutnya.

Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harls dibuktikan dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan
kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

PasaJ229

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam
mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib
menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh kehra umum
atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain
partai politik atau kettra umum atau nama lain dan
sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang
bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. kesepakatan terhrlis antar-Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;

c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas
pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh
pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik
yang bergabung;

d. kesepakatan . . .
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d. kesepakatan tertulis antsra Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;

e. naskah visi, misi, dan program dari bakat Pasangan
Calon;

f. surat pemyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan
mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan

g. kelengkapan persyaratan bakd Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

(21 KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:

a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh
gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau

b. pendaftaran I (satu) Pasangan Calon diajukan oleh
gabungan partai politik Peserta Pemilu yang
mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
Lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Paragraf 3

Verifikasi Bakal Pasangan Calon

Pasal 230

KPU melakukan verifrkasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaxatan administratif bakal
Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya
surat pencalonan.

KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang
bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak
diterimanya surat pencalonan.

(1)

(2t

Pasal 231 ...
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Pasal 231

Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon
sebegaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan Pas) 229
belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal
Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak
diterimanya surat pemberitahuan hasil verifrkasi dari KPU
sebogaimana dimaksud dalam Pasal 23O ayat(21.

Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik
yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon
menyerahkan hasil perbaikan dan/aAu kelengkapan
persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU
paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat
pemberitahuan hasil verffikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang
kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai
Politik yang bergabung dan/atau balcal Pasangan Calon
paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil
perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif
bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verilikasi
terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
administratif bakal Pasangan Calon diatur dalam
Peraturan KPU.

Pasal 232
(1) Dalam haf bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak

memenuhi persyaratan sebagai66la dimaksud dalam
Pasal 227 dan Pasal 229, WU meminta kepada Partai Politik
dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk
mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai
pengganti.

(21 Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari
sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh partai politik
dan/ atau Gabungan Partai Politik.

(3) KPU. . .



(3)

(4)

(l)

(2)

Pasal 233
Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ttdak lengkap, tidak
benar, dan/atau tidak absah, Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik yang bersangfuutan tidak dapat lagi mengusulkan
bakal Pasangan Calon.
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KPU melal<ukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administratif bakef
Pasangan Calon sebagei'nana dimaksud pada ayat (Z) pating
lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan
bakal Pasangan Calon banr.

KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik
yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada
hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal
Pasangan Calon yang baru.

Pasal 234

Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau
kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan teraf
sampai dengan 7 (tr{iuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon
ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau
bakaf Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi
kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon
pengganti.

KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal
Pasangan Calon pengganti seb"gaimana dimaksud pada
ayat (l) paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak bakal
Pasangan Calon tersebut didaftarkan

Paragrafa. . .
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Parugraf4

Penetapan dan Pengumuman pasangan Calon

Pasal 235
(1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KpU tertutup dan

mengumumkan nama Pasangan Calon yang telah memenuhi
syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
I (satu) hari setelah selesai verifrkasi.

(21 Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang
pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan
Calon, I (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU mengumumkan secara luas nama dan nomor urut
Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melalui lembaga penyiaran publik.
Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU
memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama
2 (dua) x 7 (tqjuh) hari.
Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang
memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak
mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik
bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu
berikutnya.

Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat I (satu)
Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap
dilaksanakan sesuai dengan ketenhran Undang-Undang ini.

(4)

(s)

(6)

Pasal 236
(1) Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c dilarang menarik
calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkari
oleh KPU.

(2) Salah. . .
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(21 Salah seorang dari bd€l Pasangan Calon atau bakal
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229
ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri terhitung sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik
sebqgaimana dimaksud pada ayat (1) menarik Pasangan
Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon
pengganti.

Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan
Calon sebagaimena dimaksud pada ayat (2) mengundurkan
diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 237

Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon
berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai
dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan
suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah
satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap,
dapat mengusulkan pengganti salah sahr Calon atau
Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (ttljuh) hari sejak
salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai
berakhirnya batas waktu sebagai'nana dimaksud pada
ayat (f ) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan
dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

{21

(3)

Pasal 238...
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Pasal 238
(1) Ddam hal salah satu calon atau Pasangan Calon

berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan
suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling Lama 15 (lima
belas) hari sejak Pasangan Calon berhatangan tetap.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan .

Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada:'
ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama'
3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai
berakleirnya batas walrtu sslqgairnana dimaksud pada ayat
(2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan
Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden pada putaran kedua.

KPU melakukan verilikasi dan menetapkan Pasangan Calon,
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama
3 (ti*) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dihrnda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan KPU.

Paragraf 5

Pengawasan atas Verifrkasi Kelengkapan Administrasi Pasangan ;

Calon

Pasal 239

Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon
yang dilakukan oleh KPU.

Dalam hal Bawaslu sslqgaiman4 dimaksud pada ayat (1)
menernukan unsur kcsengajaan atau kelalaian anggota KPU
yang berakibat merugikan Pasangan Calon, Bawaslu
menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.

(4)

(1)

(21

(3)KPU. . .
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(3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD lGbupaten/Kota

Paragraf f
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi

dan DPRD lhbupaten/Kota

Pasal 240

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus
memenuhi persyaratan:

a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
b. bertakrva kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik
Indonesia;

d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam'
bahasa Indonesia;

e. berpendidikan pafing rendah tamat sekolah menengah
atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,
madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang
sederajat;

f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali .

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

h. sehat . . .
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h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika;

i. terdaftar sebagai pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala
daerah, aparahrr sipil negara, anggota Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan kar5rawan pada
badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik
daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber
dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak'
melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan
lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan

pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah serta badan Lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilaq dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
(2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;

b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi
ijazalr, surat tanda tarnat belajar, atau surat keterangan
lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau
program pendidikan menengah;

c. surat . . .
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c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR;

e.

f.

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak
pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga
pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;

surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat
keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

surat pemyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh
waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai
cukup;

surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik
sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat
pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan
pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan
dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, '

wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas
kertas bermeterai cukup;

surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur
sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi,
komisaris, dewan pengawas dan kar5rawan pada badan,
usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah
serta pengurus pada badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara;

karhr tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya
dicalonkan oleh I (satu) partai politik untuk 1 (satu)
lembaga perwalcilan yang ditandatangani di atas kertas
bermeterai cukup; dan

surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan
pada I (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani.
di atas kertas bermeterai cukup.

i.
j.

Paragral2,.,
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Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi' dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 241

(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(21 Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan
anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau
peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasp'l242

Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerirna imbalan
dalam benhrk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlakri
secara mutatis matandis terhadap seleksi bakal calon artggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 243

Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241
disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-
masing.

Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oteh pengurus
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

Daftar bakat calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh
pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.

Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan
oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota.

Pasal244
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud
memuat paling banyak I O0olo (seratus persen)
pada setiap daerah pemilihan.

(1)

(21

(3)

(4)

dalam Pasql 243
dari jumlah kursi

Pasal 245 .
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Pasal 245

Daftar bal€l calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243
memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen).

Pasal 246

Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 243 disusun berdasarkan nomor urut.
Di dalam daftar bakat calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling
sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai pas foto diri terbanr.

Pavl247
Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24_3
diqiukan kepada:

a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang
ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau
nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau
nama lain;

b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD
provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain
dan sekretaris atau nama lain; dan

c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota
DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua
atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain.

(21 Daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD
kabupaten/kota diqiukan paling lambat 9 (sembilan) bulan
sebelum hari pemungutan suara.

(1)

Paragraf3. ...
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Paragraf 3

Verilikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 248

KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon
anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya
keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen).

KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal cdon
anggota DPRD provinsi dan verifrkasi terhadap terpenuhinya
jurnlah bakal calon paling sedikit 30o/o (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan.

KPU Kabupaten/Kota melakr-rkan verifikasi terhadap
kelengfupan dan kebenaran dokumen persyaratan
administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan
verilikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling
sedikit 3O% (tiga puluh persen) keterurakilan perempuan.

Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi
bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak
terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan
administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.

(2) Dalam hd daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan
kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon
terscbut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calori
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 250. . .
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(3)

nepu JixE 
t,',35|* 

r.,o

Pasal 250

KPU, KPU Provinsi, dan KPU I(abupaten/Kota meminta
kepada partai politik untuk mengajukan bat<al cdon baru
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan
atau menggunakan dolnrmen palsu.

Partai politik mengqiukan nama bakal calon baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat
belas) hari terhihrng sejak surat permintaan dari KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/KoLa diterima oleh partai
politik.

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersanglmtan tidak dapat
mengajukan bakal calon pengganti apabila puhrsan
pengadilan telatr memperoleh kekr:atan hulir:m tetap
membuktikan tedadinya pemalsuan atau penggunaan
dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya
daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
I(abupaten/Kota.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan
verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Paragraf4

Pengawasan Atas Verifrkasi Kelengkapan Administrasi Bakal "

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD lGbupaten/Kota

Pasal 251

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu KabupatenlKota,
melaktrkan pengawasan atas pelaksanaan verilikasi
kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilalmlran oleh
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(4)

(2) Dalam...

p
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Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KpUi
KPU Provinsi, dan KPU Ihbupaten/Kota berakibat
merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan
hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KpU
Ibbupaten/Kota.
KPU, KPU Provinsi, dan KPU I(abupaten/Kota wajip
menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu lhbupaten/ Kota sebagaimanri
dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 5
Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 252

Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasat 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;

b. KPU Provinsi untuk dafAr calon sementara anggota
DPRD provinsi; dan ,

c. KPU Kabupaten/Kota unhrk daftar calon sementara
anggota DPRD kabupaten/kota.

Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditandatangani oleh kehra dan anggota KPU, KPU provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota.
Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri
terbaru.

(1)

(21

(3)

(4) Daftar. . .:
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(4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KpU
Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetah
harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (sattr)
media massa cetak harian dan media massa elektronik
daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima)
hari.

Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan
kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling
lama 10 (sepuluh) hari terhihrng sejak daftar calon
sementara diumumkan

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam
daftar calon sementara partai politik masing-masing pada
media massa cetak harian nasional dan media massa
elektronik nasional.

Pasal 253

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Ikbupaten/Kota meminta
klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan
dari masyarakat.

(21 Pimpinan partai politik hams memberikan kesempatan
kepada calon yang bersangkutan unttrk mengklarifikasi
masukan dan tanggapan dari masyarakat

(3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 secara terhrlis kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(4) Dalam hal hasil ktarilikasi sgfagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak
memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
KabupatenlKota memberitahukan dan memberikan
kesempatan kepada partai politik unhrk mengajukan
pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.

(5) Pengajuan...
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Peng{uan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) paling lama
7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai
politik.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan
verilikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaxatan administrasi pengganti calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama
3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon
dan daftar calon sementara

Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon
dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon
sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU

:

Pasal 254

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen
atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi
bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
I(abupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan
ketentuan perattrran perundang-undangan.

Pasal 255

Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan
hukum tet?p yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuari
dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 254 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan
tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Paragraf6. . .
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Paragraf 6

Penetapan dan Pengumuman Daftar Cdon Tetap
Anggota DPR dan DPRD

Pasal 256

(1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.

(21 KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD
provinsi.

(3) KPU lhbupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota
DPRD kabupaten/kota.

(4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (21, dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut darr
dilengkapi pas foto diri terbaru.

Pasd 257

(1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255
diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
I(abupaten/Kota.

(21 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam
daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media
massa cetak harian nasional dan media massa elektronik
nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
diatur ddam Perattrran KPU.

I
t,

Paragraf 7 . ..,,
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Paragral T

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon

Anggota DPD

Pasal 258

(1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat
mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada
KPU melalui KPU Provinsi.

(21 Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulrtikan dengan:

a. karhl tanda penduduk Warga Negara Indonesia;

b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat
belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh
satuan pendidikan atau program pendidikan menengatr; i'

c. surat pernyataan bermeterai bag calon anggota DPD
yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan
dari lembaga pemasyarakatan bag calon yang pernatt

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat
keterarrgan bebas narkotika i

e. surat tanda bukti telatr terdaftar sebagai pemilih; 
,

f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekeda penuh,
wakflr yang ditandatangani di atas kertas bermeterai

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik
sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat
pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia
barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan
negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkari
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak
sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas
bermeterai culmp;

h. surat.



PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

-t70-

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparahrr
sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi,
komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,
pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber
dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah; dan

i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan
untuk I (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani
di atas kertas bermeterai cukup.

(3) Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat
9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf8 
:

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DpD

Pasal 259

(1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan bakal calon anggota DpD.

(21 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu
pelaksanaan verifrkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l). 

.

(1)

Pasal 260

Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar
dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari
tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap
pendulnrng.

Seorang Pemilih tidak dibolehlran memberikan dukungan
kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DpD.

(21

(3) Dalam .
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(3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data
yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD
terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal
pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan
jumlah dukungan minimat Pemilih sebanyak 50 (lima puluh)
kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan

Paragraf 9

Pengawasan Atas Verilikasi Kelengkapan Administrasi Bakal

Pasal 261

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu IGbupaten/Kota
melalnrkan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi
kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota

lPP yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat ,

memgikan atau menguntungkan bakal calon anggota DpD, .,

maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
KabupatenlKota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU :

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
KabupatenlKota sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib
ditindaklanjuti oleh KPU, KpU provinsi, dan KpU
Kabupaten/Kota.

Paragraf 10 . '

Pasal 262
KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DpD.
Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh kettra dan anggota KpU.

(1)

(21

(3)

(1)

(21

(3) Daftar .
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Daftar calon sementara anggota DpD sebagaimana dimaksud
pada ayat (U diumumkan oleh KpU paling sedikit pada
1 (sahr) media massa cetak harian dan media massa
elektronik nasional dan 1 (sattr) media massa cetak hariart
dan media massa elektronik daeratr serta sarana
pengumuman lainnya unhrk mendapatkan masukan dan
tanggapan masyarakat.

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada XpU paling lama .

10 (sepuluh) hari terhihrng sejak daftar calon sementara
diumumkan.

Masukan dan tanggapan masyarakat unhrk perbaikan daftar
calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 262 ayat (3) disampaikan secara terhrlis kepada KPU
disertai bukti identitas diri.
KPU, KPU Provinsi, dan KPU lkbupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakat
calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan
masyarakat. '

Pasal 264

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen
atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi
bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KpU
Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan
peraturan penrndang-undangan.

Pasal 265

Dalam hal puhrsan pengadilan yang memperoleh kekuatarr
hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan
dokumen atanr penggunaan dolnrmen palsu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 264 dibacakan setelah Kpu dan Kpu'
Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, putrrsan
tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

(4)

(1)

(2t

Paragraf11...
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Paragraf 1 1

Penetapan dan Pengumuman

Daftar Calon Tetap Anggota DPD

Pasal 266

(1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU

(21 Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto
diri terbam.

(3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (21diumumkan oleh KPU.

(4) Ketentrran lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan
anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

BAB VII

KAMPAI{YE PEMILU

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 267

(1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik
masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab

(21 Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara
IGmpanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan
I(ampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 268

(1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
(2) Karnpanye Pernilrr diikuti oleh peserta. karnpanye.

Pasal 269 . ;'.
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Pasal 269

Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden
terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai
Politik pengusul, orang-aeorang, dan organisasj
penyelenggara kegiatan yang dihrnjuk oleh peserta pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye.
nasional.

Dalam membentuk tim lGmpanye Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan
Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan
Partai Politik pengusul.

(4) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakit Presiden
sebageimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menJrusun
seluruh kegiatan tahapan Ka:npanye dan bertanggung jawab
atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan l(ampanye.
Tim Ikmpanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat
nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi. .

Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat
prorrinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat
kabupaten/kota.

Tim l(ampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat
kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat
kecamatan.

Tim I(ampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat
kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat
kelurahan/desa.

Pasal 270
Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DpR terdiri atas
pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota
DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi.
yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DpR.

(21

(3)

(s)

(6)

(7t

(8)

(1)

(2) Pelaksana . . .
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Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri
atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi,
calon anggota DPRD provinsi, junr l(amparrye Pemilu, orang
seorang, dan organisasi yang dihrnjuk oleh Peserta Pemilu
anggota DPRD provinsi.

Pelaksana l(ampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD
kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota,, juru
Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang
ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 27L

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon
anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang dihrnjuk oleh
Peserta Pemilu anggota DPD.

Pasal272 
;

(l) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kamparrye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 27O, dan Pasal 271 harus
didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.

(21 Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kamparrye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada
Bawas1u, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu I(abupaten/Kota.

Pasal 273

Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

Bagran Kedua

Materi Kamparrye

(1) Materi kampanye meliputi:
a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kamparrye

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

b.visi...
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b. visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik
Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota
DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD
kabupaten/kota; dan

c, visi, misi, dan program yang bersangfutan unhrk
kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon
anggota DPD.

(2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi
penyebarluasan materi l(ampanye Pemilu Presiden dan Wakit
Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan
Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

Bagian Ketiga

Metode Kampanye

Pasal 275

(1) IGmpanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267
dapat ditrakukan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka; i

c. penyebaran bahan l(ampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
e. media sosial; .:

f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan
internet;

g. rapat umum;
h. debat Pasangan Cdon tentang materi IGmpanye

Pasangan Calon; dan

i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanyq ,

Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I(ampanye sslagqim€ms dimaksud pada ayat (1) huruf d,
huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh
APBN. :

(2)

Pasal276. . .
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Pasal276
Ihmpanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27S "
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan
sejak 3 (riga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
Ihbupaten/Kota unhrk pemilu anggota DpR, DpD, dan
DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan
Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ZS
ayat (l) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 2l (dua
puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya
Masa Tenang.

Pasat277 :

Debat Pasangan Calon sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 275 ayat (l) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali.
Debat Pasangan Calon sebagaimana dimahsud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara.
nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran
publik.

(3) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KpU dari
kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai
integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepadS
salah sahr Pasangan Calon.

Selama dan sesudah berlangsung debat pasangan Calon,
moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan
simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari
setioF Pasangan Calon.

Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan
tumpah darah Indonesia;

b. mernajtrkan kescj ahteraan umum;
c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

(1)

t2l

(4)

(s)

seluruh

d.ikut...
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d. ikr.rt melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan kiadilan sosial.

(6) Ketenhran lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat
Pasangan Calon diahrr dalam peraturan KpU.

Pasal 278

Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasar 276
berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan
suara.

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam'
Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim I(amparrye
Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan
atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
a. tidak menggunakan hak pilihnya;

b. memilih Pasangan Calon;

c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertenhr;
d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD

e. memilih calon anggota DPD tertentu. ..

Pasal 279

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Ikmpanye
Pemilu secara nasional diatur dengan peratrrran KpU.
y"kq, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye pemilu
Presiden dan wakil Presiden serta pemilu anggota DpR dan,
anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2TS ,

ayat (1) hun.f g ditetapkan dengan keputusan Kpu setelah
KPU berkoordinasi dengan Peserta pemilu anggota DpR dan
anggota DPD, serta tim kampanye pasangan calon presideri
dan Wakil Presiden :' .

wakhr, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye pemilu
anggota DPRD provinsi sebagaimana dirnaksud dalam
fasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan Kpu
Provinsi setelah KPU Provinsi berkoordinisi dengan peserta
Pemilu anggota DPRD provinsi.

(1)

(21

(3)

(a) Wakhr.:.,.
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(4) wakttr, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye pemilu
anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 275 ayat (1) humf g aitetapkan dengankepuhrsan KPU Kabupaten/Kota, setetat XpU
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan peserta pemilu
anggota DPRD kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Larangan Dalam Kampanye

Pasal 28O

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan'
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesiaf :

c. menghina seseorang, agana, sulnl, ras, golongan, calon,
dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun
:,,masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang,
sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta
Pemilu yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye
Peserta Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat pendidikarr;

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau
atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta

j. menjanjikan. . .
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i'j. Tenjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya
kepada peserta Kampanye pemilu.

(21 Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan
Kamparrye Pemilu dilarang mengikrrtsertakan:
a. Kehra, wakil ketua, ketua muda, hakim agung p"d.'

Mahkamah Ag,ng, dan hakim pada semua 
-Uaaan

peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim
konstihrsi pada Mahkamah Konstitusi;

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa
Keuarrgani

c. gubernur, deprrti gubernur senior, dan deputi gubernur
Bank Indonesia;

d. d.ireksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan
usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 

:

e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang
menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstmkhrral;

f. aparatur sipil negara;

g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

kepala desa;

perangkat desa;

anggota badan permusyawaratan desa; dan
Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak
memilih. .'

setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilarang
ilmt serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu. -
Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1)
huruf c, huruf f, hurrf g, hunrf i, dan huruf j, dan ayat (21
menrpakan tindak pidana Pemilu.

h.

i.
j.
k.

(3)

(41

PasalzAL...
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Pasal 281

IGmpanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil
Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil
bupati, walikota, dan wakil walit<ota hanrs memenuhi
ketenhran:

a. Id"k menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali
Iiasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-u.d"t gr1r;,

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan-
keberlangsungan hrgas penyelenggaraan rregara dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah-

Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat
legara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2)
diahrr dengan Peraturan KPU.

Pasal 282

fgjabat negara, pejabat strukttrral, dan pejabat fungsional dalarn
jSbatan negeri, serta kepala desa dilarang membuit kepuhrsan
dan/atau melakukan tindakan yang mengunttrngtcan atau
merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283

Pej-abat negara, pejabat stmktural dan pejabat fungsional
dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya
dilarang mengadakan kegiatan yang mengaratr kepada
keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudatr masa Kampanye

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang
fcepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unii
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

(21

(3)

(1)

(21

Bagral . : .
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Bagran Kelima

Sanksi atas Pelanggaran Larangan l(ampanye

Pasal 284
Dalam hal terbukti pelaksana dan tim I(ampanye pemilu
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagait1ufl* kepada peserta Ikmpanye pemilu secara langsung "ti,

b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;

c. memilih Pasangan Calon tertentu;
d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
e. memilih calon anggota DPD tertentu,
dljatuhi sanksi sebagaimana diafirr dalam undang-undang ini. .

Pasal 285
hrtusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukr:ra
tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
28o dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye
Pemilu anggota DPR, DpD, DPRD provinsi, dan bpfiO '
kabrrpaten/kota yang berstahrs sebagai calon anggota DpR, DpD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai
dasar KPU, KPU Provinsi, dan Kpu IGbupaten/Kota untut<
mengambil tindakan bempa:
a. pembatalan nama calon anggota DpR, DpD, DPRD provinsi;'

dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
b. pembatalan penetapan calon anggota DpR, DpD, DpREi

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasal 286
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Pasal 286

fagnSan Calon, calon anggota DpR, DpD, DPRD provinsi, 
:

PPRD kabupatenfkota,, pelaksana kampanye, dan/atau tim
kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang
atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara
Pemilu dan/atau Pemilih.

Pasangan Calon serta calon anggota DpR, DpD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti
melakukan pelanggaran sslagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai
sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon
serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DpRD
kabupaten/kota oleh KPU

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2t'
merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstnrktur,
sistematis, dan masif.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (21tidak menggugurkan sanksi pidana.

Bagran Keenam .

Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye

Paragraf 1 , 
'

Umum ,,
:

Pasal 287

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan lGmpanye pemilu dapat
dilalnrkan melalui media massa cetak, media daring (onlinel,
media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini. :

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dalaml
rangka penyampaian pesan Ikmpanye Pemilu oleh peserta
Pemilu kepada masyarakat. ,'

(3)

(41

(1)

(21

(3) Pesan...
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Pesan _ Ikmpanye Pemilu ss[agaimana dimaksud pada
ayat (21 dapat berupa hrlisan, suara, gambar, tulisan dan
gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, Salis,
karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang tapat
diterima melalui perangkat penerima pesan.

Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga
penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan
mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
gada ayat (1) harrs memahrhi larangan dalam Kamparrye
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280.
Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga
penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setama Masa
Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak
Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada
kepentingan Kampanye Pemilu yang mengunttrngkan atau

Pasal 288
(1) Iembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia,

lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga
penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan
lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi walrtti'
yang sama dan memperlalnrkan secara berimbang peserta 

,

Pemilu untuk menyampaikan materi lGmpanye pemilu. 
,

(21 Lemboga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proseS
Pemilu sebagai benhrk layanan kepada masyarakat, tetapi .'

tidak boleh dimanfaatkan unhrk kepentingan kampanye
Peserta Pemilu.

(3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia
menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye
Pemilu yang sarna kepada setiap peserta pemilu.

Paragraf2. . .
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Paragraf 2

Pemberitaan Kampanye

Pasal 289
(1) Pemberitaan Kampanye pemilu dilalnrkan oleh media massa

cetak media daring, media sosiar, dan rembaga penyiaran
dengan siaran langsung atau siaran hrnda.

(21 Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang
menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan rampanye
Pemilu ha'us berlaku adil dan berimbang kepada 

"tmuaPeserta Pemilu.

Paragraf 3

Penyiaran Kampanye ',

Pasal 290
(l) Penyiaran Kampanye pemilu dilakukan oleh lembaga,

penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang
melibatkan suara dan/atau gambar pemiisa atau suara
pendengar, debat Peserta pemilu, sertajajak pendapat.

(21 Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara
penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diahrr
oleh lembaga penyiaran. 

,

(3) Narasumber penyiaran monolog, diatog, dan debat harus
mematuhi larangan dalam Ifumpanye pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 280. 

,.,

(41 siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh
lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan maiyarakat.

Paragraf4...



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-186-

(1)

(21

(3)

(l)

(2t

(3)

Paragraf 4

Iklan Kampanye

Pasal 291

Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh peserta pemilu
di media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau
fgpbas-a penyiaran dalam benhrk ittan komersiai dan/atau
iklan layanan unhrk masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 276 ayat (21.

Media massa cetak, media daring, media sosial wajib
memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemitu
dalam pemuatan dan penayangan iklan xampanye pemilu. :

Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayanganiIl* Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ly"i 1zydilaksanakan oleh media massa cetak media daring, heciii
sosial, dan lembaga penyiaran.

Pasa1292 ,.

Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga
penyiaran dilarang menjual brocking segm.ent dan/ataiu
blocking time untuk Kampanye pemilu. 

r

Media massa cetak, media daring, media sosiar, dan lembaga
penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam rorm-at
Itau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan
Kampanye Pemilu.

Media massa cetak, media daring, media sosial, lembaga
penyiaran, dan Peserta pemilu dilarang menjual spot ikl;
yang tidak dimanfaatkan oleh salah iatu Feserta pemilu
kepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 293
(1) Batas maksimum pemasangan iklan Kamparrye pemilu ditelevisi untrrk setiap peserta pemilu secara kumulatif

sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga
puluh) detik unhrk setiap stasiun televisi 

""tlap 
hari selaria

masa Kampanye pemilu.

(2)Batas...
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Batas maksimum pemasangan iklan I(ampanye pemilu dil'radio unhrk setiap peserta pimilu secara tri"uLtif sebarryak
1o .{sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh)
detik untuk setiap stasiun raaio ietiap hari lehma masa
Kampanye Pemilu.

Batas maksimum pemasangan iklan l(amparrye pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlalru
untuk semua jenis iklan.
Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Ikmparrye
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1sy untuk 

-sgtiip

Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penylaran .

9"rgT, kewajiban memberikan kesempatan -Vang - sama '

kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 291 ayat (21.

Pasal 294
(1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga,

penyiaran*4nelakukan iklan Kampanye pemilu dalam bentrlk
iklan Ikmfarrye Pemilu komersial atau ikran Kampanye
Pgmilu layanan unttrk masyarakat dengan mematutri maeetik periklanan dan ketentuan peraturan perundangr
undangan - ''.

(21 Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembag.i
penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan xamparric
Pemilu komersial yang berlaku sama unhrk setiap piserta
Pemilu. 

;
(31 Tarif iklan Ikmpanye pemilu layanan untuk masyarak4t.

harus lebih rendatr daripada tarir ikhn Kampanye 
-pemilu 

,

',
komersial.

(41 Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga
penyiaran wajib menyiarkan iklan Kamparrye pemilu layanin
untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali aau*
sehari dengan durasi 60 (enam putuh) detik. ;

(5) Iklan Kampanye pemilu layanan unhrk masyarakai ,

sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat dipioduksi
sendiri oleh media massa cetak, media daring-, medla sosial. ,.

dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. ,,,

(6) Penetapan . .,.
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Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye pemilu layanan
untuk . masyarakat yang diprodukii oleh pihah lain
sebagaimana dimaksud pada w.t (s) dilakukan oleh media
massa cetak, media daring, media sosial, dan lembagapenyiaran Y

Jumlah waktu tayang iklan Kampanye pemilu layanan unhlk'
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (41 tidak
lermlsuk jumlah kumulatif sebagaimana aimatsua' dalam,
Pasal 293 ayat (t), ayat (2), dan ayat 1S;.

Pasal 295
Media massa cetak, media daring, dan media sosial menyediakan
halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pl*r."t ri
berita dan wawancara serta untrrk pemasErng;, ikl"r, Ii.*p;y;

.

Pasal 296 
r;

Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan pers melakukarr ,

pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan I(ampanye
Pemllu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media *""1"
cetak.

Pasal 297

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan
iklan Kampanye diatur dengan peraturan KpU.

Bagian Ketqiuh
Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 298
(1) KPU, KPU Provinsi, KpU Kabupaten/Kota, ppK, ppS, dan

PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahanTdesar.
dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan
lokasi pemasangan alat peraga unhrk keperluan tcamp'anye
Pemilu.

(2) Pemasangan

{D
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Pemasangan alat peraga Kampanye pemilu oleh pelaksana
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika,
kebersihan, dan keindalran kota atau kawasan setempat
sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan.

Pemasangan alat peraga Kamparrye Pemilu pada tempat yang
menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan
izin pemilik tempat tersebut.

Alat peraga Kampanye Pemilu harr.s sudah dibersihkan oleh'
Peserta Pemilu paling lambat 1 (sattr) hari sebelum hari

Ketenhran lebih lanjut mengenai pemasangan dan
pembersihan alat peraga Kampanye pemilu diahrr dalam
Peraturan KPU.

Bagran Kedelapan

Kampanye Pemilu .olehPresidentr#-l presiden dan

Pasal 299

Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan
Kamparrye

Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai
Politik mempunyai hak melaksanakan l(ampanye.
Pejabat negara lainnya yang bukan berstahrs sebagai,
anggota Partai Politik dapat melaksanakan I(ampanye,
apabila yang bersanglmtan sebagai:

a. calon Presiden atau calon Wakil presiden; 
)

b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KpU;,
atau :

c. pelaksana kampanye yang sudatr didaftarkan ke KpU. '

(3)

(4)

(s)

(l)

(2)

(3)

Pasal3OO...



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

.

:

Pasd 3OO 
,;

selama melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil presiden,
pejablt negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan
keberlangstrngan tugas penyelenggaraan negara dan
penyelenggaraan pemerintatran daerah.

Pasal 301 r

Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi .

oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden dalam'i
melaksanakan Kampanye Pemilu presiden atau wakil presiden
memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai"
Fresiden atau Wakil Presiden.

Pasal 302

Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana
kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat l3l
huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
Cuti bagi menteri yang melaksanakan lkmpanye dapat
diberikan 1 (sahr) hari kerja dalam setiap minggu selama
masa Kampanye. 

,,

Hari libur adalah hari bebas unhrk melakukan Kamparry-e
di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (21....

Pasal 303 :

Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau
walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye
dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimat<sud
dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan hun.f c dapat diberikan
cuti.

cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil
bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan'
Kampanye dapat diberikan 1 (sahr) hari kerja dalam setiap

Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kamparrye,
di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat(21.

(1)

(21

(3)

(1)

(2t

(3)

(a) Apabila. . .
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Apabila gubernur dan wakit gubernur, bupati dan wakil
bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan
sebagai anggota tiln kampanye melaksan;kan kamp'anye
{fl* wakhr yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari,

Pelaksanaan hrgas pemerintah oleh sekretaris daeratr
sebagaimana dimaksud pada ayat (41ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama presiden.

Dalam melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil',
Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang:

Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (U
benrpa:

a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi .

kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas
pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik
Pemerintah, milik pemerintatr provinsi, milik pemerintatr
kabupaten/kota, kecuali daeratr terpencil yang
pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan",
prinsip keadilan; -

c. sarana perkantoran,
sandi/telekomunikasi

radio daerah dan
milik pemerintah

(1)

(21

provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan 
jd. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh ApBN atau anggaran

pendapatan dan belanja daerah.
(3) Gedung atau fasilitas negara sslqgaimana dimaksud pada

ayat (21 yang disewakan kepada umum dikecualikan-dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal3O5...
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Pasal 305
Penggunaan fagilitas negara yang melekat pada jabatan
Presiden dan wakil presiden minyangkr:t pengainanan,:
kesehatan, dan protokoler dilakukan-""sl"i aenga; kondisi
lapangan secara profesional dan proporsional.
Dalam hat Presiden dan wakil presiden menjadi calon
Presiden atau calon wakil presiden, fasilitas nig"r" yang
melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberika"
sebagai Presiden dan Wakil presiden.

calon Presiden dan calon wakil presiden yang bukan'
Presiden dan wakil Presiden, selama t<ampanye aiuerit<an
fl"itiF: pengaman€u1, kesehatan, dan pingawatan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada:
ayat (3) dibiayai dari APBN. 

,.

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan
pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur,
dengan Perattrran Presiden. :

Bagian Kesembilan

Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye

Pasat 306

Pemerintatr, perDerintah provinsi, pemerintatr.
kabupaten/kota, kecamatan, dan keluiatran/desa,
memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu,
pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan
fasilitas umum unhrk penyampaian materi 

- 
xampanye

Pemilu.

Pemerintatr, pemerintah provinsi, pemerintatr
kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara
Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia dilarang melalnrkan tinEatcan yang
menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelakiani 

,

kampanye, dan tim kampanye.

(3)

(4)

(s)

(1)

(21

Bagran . . .



Pasal 307
Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu_Kabupate n I Kota, panwaslu,,
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan parrwaslu LN,
melakukan pengawasan atas pelaksan."r, i<^*panye pemilu.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melalmkan pengawasan atas
pelaksanaan Ihmpanye pemilu di tingkat teturirran/desa.

(21 Panwaslu Kelurahan/Desa menerima laporan dugaan adanya
pelanggaran pelaksanaan Kampanye pemilu di ti'i6ikelurahan/d:o yang dilakukan oleh pps, pelakina
Ikmpanye Pemilu, peserta Kamparrye pemihr, dan timkamparrye ,:
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Bagran Kesepuluh
Pengawasan atas pelaksanaan Kampanye pemilu

(1)

(21

Pasal 309 
..

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pps
$_engan sengaja melalmkan atau laiai aaum pelaksanaan ,

Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan Kampanye pemilu ai tingtcat kelurih"rr]a.J.,
Panwaslu Kelurahan/Desa menyampJto" laporan {epaaa
Panwaslu Kecamatan

Dalam hal terdapat bukti permuraan yang cuk'p batrwapel*s1la kampanye, peserta kampanye, 
"t , tim kampanye

T:l"kr!.r, pelanggaran kampanyl slUagaimana dimaksud
dalam Pasal 28o ayat (1) dan ayat (21 d"t"'', pelaksanaan
kampanye yang mengakibatkan terganggunya peraksanaan .

I(ampanye Pemilu di tingkat kelurahanTaesa, p""*asru
Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada pps. . ,.,

Pasal 3fO..
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(1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran
Ihmpanye Pg*ilg di tingkat kelurahan/desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) dengan:
a. menghentikan pelaksanaan kampanye peserta pemilu

yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah
mendapatkan persettrjuan dari ppK 

;

b. rnelaporkan kepada PpK dalam hal ditemukan bukti
permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana,
Pemilu mengenai pelaksanaan I(amparrye pemilu; 

,ll
c. melarang pelaksana atau tim Kampanye pemilu unhrk,

melaksanakan Kamparrye pemilu berikutnya setelah
mendapatkan persetqiuan PPK; dan/atau

d. melarang peserta Ikmpanye pemilu untuk mengikuti
Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatlan
persehrjuan PPK.

(21 PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaiarr
sebagaimana diahrr dalam Undang-Undang ini.

Pasal 311 .','

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim
kampanye, dan peserta kampanye dengan sengaja atau lalai yang
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kamparrye di tingkat
kelurahan/desa, dikenai tindakan hulnrm sebagaimana diattrr
dalam Undang-Undang ini.

Pasal 312
(1) Panwaslu Kecamatan wajib

sslagaimana dimaksud dalam
melaporkan kepada PPK.

(21 PPK wajib menindaktanjuti laporan sebagaimana dimaksudr
pada ayat (1) dengan rnerf,.errlskan laporan tersebut kepada,
KPU Ikbupaten/Kota.

menindaklanjuti laporan
Pasal 3O9 ayat (1) dengarr

(3) KPU...
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(3) KPU KabupatenlKota wajib menindaklanjuti t"por.q
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan membe-rikari
sanksi administratif kepada pps.

Pasal 313 i
(1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas

pelaksanaan Ikmpanye pemilu di tingkat kecamatan.
(21 Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran

pelaksanaan l(ampanye Pemilu di tingkat kecamatan-yang
dilalflrkan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta
kamparrye, dan tim kampanye.

Pasal 314
(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup batrwa ppK

melalnrkan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan
IGmpanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan Kamparrye Pemilu di tingkat kecamatan,
Parrwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota.

(21 Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa
pelaksana kampanye dan tim kampanye, atau peserta
kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran
kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (I)
dan ayat (21 di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan
melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dafr:
menyampaikan temuan kepada ppK.

,

Pasal 315 . :
(1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran

{gmganye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan:

a. menghentikan pelaksanaan kamparrye peserta pemilu
yang bersangkutan yang terjadwal pada hari ittr setelah.
mendapatkan persettrjuan Bawaslu Kabupaten/Kotal ; "

b. melaporkan .
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b. melaporkan kepada Kpu Kabupate nlKota dalam hal
ditemukan bukti permulaan yang cukup adarrya tindak
pidana Pemilu mengenai pelaksanaan ramparrye pemilu;

c. melarang pelaksana kampanye atau tim kampanye unhrk
melaksanakan Kamparrye pemilu berikutnya setelatr
mendapatkan persetqiuan Bawaslu Ikbupaten/Kota;
dan/atau

d. melarang peserta Kamparrye pemilu untuk mengikuti
Kampanye Pemilu berilnrtnya setelah mendapatkan
persetqiuan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

(21 KPU Kabupate n/Kota wajib menindatdanjuti raporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
melalnrkan tindakan penyelesaian sebagaimana diahrr dalarr.l
Undang-Undang ini.

Pasal 316 .",'

Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai,,
temuan dan menyampaikannya kepada KpU

KPU Ikbupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan '

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan
sanksi administratif kepada PPK.

Pasal317
(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasa4 ,

pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota,
terhadap kemungkinan adarrya: ,,

a. kesengqiaan atau kelataian anggota KPU
Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atatl
pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang
berlangsung; atau

(1)

(21

b. kesengajaan .
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b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim,,
kamparrye, dan peserta kampanye melakukan- tindak
pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang
mengakiba$an terganggunya Kamparrye pemilu V"rrg
sedang berlangsung

(21 Dalam melalmkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota: 

: ,

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
ketenhran pelaksanaan Ikmpany; pemilu;

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran
Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KpU
Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye pemilu "

untuk ditindaklanjuti;
d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran

tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yand
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kamparrye
Pemilu oleh anggota KPU Ihbupaten/Kota, sekretaris dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada
Bawaslu; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentagrg
pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota,
sekretaris dan pegawai sekretariat Kpu lhbupaten/Kota
yang terbukti melalmkan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya Kampanye pemilu yang sedang
berlangsung.

Pasal 318 ''

(l) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaarr
pelanggaran terhadap ketentuan pelalcsanaan Ikmpanye
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal gLT ayat Al
lrr*f a yang merupakan pelanggaran administratif, pada'
hari yang sama dengan hari diterimanya laporan. .:

(2) Dalam .
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Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya
pelanggaran administratif oleh pelaksana-kamparrye, firn
kampanye dan peserta thmpanye pemilu iti -tingkat;

kabupatenlkota, Bawaslu IkbupatLnlKota *"rry*p"Ion

KPU Ifubupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan
temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup
alan-va pelanggaran administratif olih pelaksani tampanye,
tim kamparrye, dan peserta Ihmpanye pemilu paai rr-ari
diterimanya laporan. 

.

Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota menerima raporan
dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuari'
pelaksanaan Kampanye pemilu oleh anggota KpU'
KabupatenfKota,, sekretaris dan pegawai set<retariat KplJ
KabupatenfKota, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan

Pasal 319

Bawaslu Provinsi melaktrkan pengawasan pelaksanaan
Kampanye Pemilu di tingkat provinsi terhadap kemungkinan
adarrya kesengajaan atau kelalaian:

a. anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai
sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana pemilu
atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang
berlangsung; atau i .

b. pelaksana kampanye, tim kampanye, dan/atau peserta.
kampanye melakukan tindak pidana pemilrr atanr
pelanggaran administratif yang mengakibatkan
tergenggunya I(ampanye Pemilu yang sedang
berlangsung.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
ketentuan pelaksanaan Kampanye pemilu; . r

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran,
Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

c.menyampaikan...

(21
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c.

d.

menyampaikan temuan dan laporan kepada Kpu provinsi
tglt rrg pelanggaran Kampanye pemilu untukditindaktanjuti; ':;

meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran
tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu i
menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebogai dasar ,ynhrk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yarrg ',
berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana perinitu
atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya pelahsanaan Ikmpanye pemilu oleh
anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai
sekretariat KPU Provinsi; dan/atau
mengawasi pelaksanaan tindat< lanjut rekomendasi
lawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KpU
Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KpU
Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu,
atau administratif yang mengakibatkan terganggunya 

"Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 320

Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan
pelanggaran terhadap ketenhran pelaksanaan Ihmpanye
femilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 319 ayat (21
huruf a yang merupakan pelanggaran administratif pada hil.

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya
pelanggaran administratif oleh pelaksana kamparrye, tim
kampanye, dan peserta Kampanye pemilu di tingkat provinsi,
Bawaslu Provinsi menyampaikan temuan dan - 

laporarr
tersebut kepada KPU Provinsi.

KPU Provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan
yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya 

'

pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tiro
kampanye, dan peserta Kampanye pemilu -padl 

hari
diterimanya laporan.

e.

(r)

(21

(3)

(a) Dalam...
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(41 Dalam hal Bawaslu provinsi menerima laporan dugaan
pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksaiaan
Kamparrye Pemilu oleh anggota Kpu provinsi, sekretaris,
dan/atau pegawai sekretariat Kpu provinsi, maka Bawaslu
Provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 321 :

(1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tatrapan
kampanye secara nasional, terhadap kemungkinan adanya: .

a. kesengajaan atau kelalaian anggota Kpu, Kpu provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KpU, pegawai
sekretariat Jenderal KPU, sekretaris Kpu provinsi;
pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KpU
Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KpU
Kabupaten/Kota melakr:kan tindak pidana pemilu atau
pelanggaran administratif ymtg mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan Kampanye pemilu yang
sedang berlangsung; atau 

:

b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim
kampanye, dan peserta kampanye melaktrkan tindak,
pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Ikmparrye
Pemilu yang sedang berlangsung.

(21 Dalam meld<ukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bawaslu:

a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap
ketentuan pelaksanaan Kampanye pemilu; . 

,

b. menindaklanjuti temuan dan laporan adanya
pelanggaran Kamparrye pemilu yang tidak mengandung
unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Kpu tentang,
adanya pelanggaran Kampanye pemilu untu[
ditindaklanjuti; .:

d. meneru.skan temrran dan lapora' tentang dugaan adanya.
tindak pidana Pemilu kepada penegakan huk'm terpadu;

e.memberikan...i'

{D
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memberikan rekomendasi kepada Kpu tentang dugaan
adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggot" XpU, KpU 

,

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sekretariJ Jenderal Kpu,
pegawai Sekretariat Jenderal KpU, sekretaris KpU:
Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris
KPU Kabupatenf Kota, dan pegawai sekretariat KpU
Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu provinsi
dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi'
pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KpU provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KpU, pegawai
Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi,'
pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KpU
Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KpU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye
Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 322
(1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya

pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan
Kamparrye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 321
ayat (21 hunf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada
hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

(21 Dalam hal terdapat bukti permulaan yang culnrp tentang
dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana
kampanye, tim kampanye dan peserta lGmpanye pemilu di
tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan
kepada KPU.

(3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang
mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan
adanya pelanggaran administratif oteh pelaksana kampanye,
tim \ampanye dan peserta Kampanye pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, KpU langsung menetapkan
penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya
laporan. j.

e.

(4) Dalam. . .
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(4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran
administratif- terhadap ketenhran pelaksana"n- ra*prrry
Pemilu oleh anggota KpU, KpU provinsi, - fpU
Kabupatenf Kota., Sekretaris Jenderal KpU, pegawai
sekretariat Jenderal KPU, sekretaris Kpu provinsi, pelawai,
sekretariat KPU Provinsi, sekretaris Kpu Kabupateh l-Kota,,,,dan pegawai sekretariat Kpu l(abupaten/Kota, maka
Bawaslu memberikan rekomendasi kepada Kpu untuk
memberikan sanksi.

Pasal 323

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi
penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada
anggota KPU, KPU Provinsi, KPU KabupatenfKota, sekretario
Jenderal KPU, pegawai sekretariat Jenderal Kpu, sekretaris KpU'.
Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris Kpu
Kabupatenf Kota, dan pegawai sekretariat Kpu Kabupaten/Kota
yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran
administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan
Ikmpanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 324

Tindak lanjut hasil pengawasan atas pelaksanaan I(ampanye
Pemilu tidak memengamhi jadwal pelaksanaan l(ampanye pemilu
yang telah ditetapkan

Bagran Kesebelas

Dana Kamparrye Pemilu

Paragraf 1

Dana Kampanye Pemilu presiden dan Wakil presiden 
:

,',

Pasal 325 :

(1) Dana Kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden menjadi
tanggung jawab Pasangan Calon.

(2) Dana. . .



(3)

(4)
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(21 D_ana lfmpalye sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dapat
diperoleh dari:

a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
b. Partai pgliu't dan/atau Gabungan partai politik yang

mengusulkan pasangan Calon; dan - 
,

c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. 
;

selain didanai oleh dana kampanye sebagaimana dimaksud ,

pada ayat (21, kampanye Pemilu Fresiden dan wakil presiden
dapat didanai dari APBN.

P*" Kamparrye sebagaimana dimaksud pada ayat (2|dapat
berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 326 .::

D*1 lhmpanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32s ayat (2) hurr.f c berupa surib.rrg"r,
yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat
per-asal dari perseorangan, kelompok, penrsahaan, dan/aLu.
badan usaha nonpemerintah.

Pasal 327
(1) Dana Kampanye yang berasal dari pers€ors,ngarr-

sebagaimana dimaksud dalam pasal 326 tidak ubterr melebihi
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima rahrs juta rupiatr). 

,(21 Dana Kamparrye yang berasal dari kelompok, perusahaan,
atau badan usaha nonpemerintah sebagaim"n" di*"t.rrd
dalam Pasal 926 tidak uoter, melebihi
Rp25.OOO.OO0.O00,O0 (dua puluh lima miliar rrpiah).

(3) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan
usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 1-;, harus
melaporkan sumbangan tersebut kepada KpU. ,

(4) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.-

Pasal328...
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Pasal 328

Dana I(ampanye Pemilu presiden dan wakil presiden berupa
g3ng sebagaimana dimaksud dalam pasal 32s ayat (4) wajib
dicatat dalam pembukuan khusus dana rcampanye dan
ditempathan pada rekening khusus dana lca*panye
Pasangan Calon pada bank.

P*? Kampanye berupa sumbangan dalam benhrk barang
dan/atau jasa sebagaimana dimaksud datam pasar 325
ayat (4) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada
saat sumbangan ihr diterima
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 32S
ayat (21 wajib dicatat dalam pembulman penerimaan dan
pengeluaran khusus dana Ihmpanye yang terpisatr dari
pembulnran keuangan Pasangan Calon masing-masing.
Pembukuan dana Ihmpanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil
Fresiden dan ditutup 7 (tr{uh) hari sebelum penyampaian
laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye
kepada kantor akuntan publik yang dihrnjuk KpU. .

.:

Paragraf 2 ;:,'

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan ,'

Pasal 329

Kegiatan lGmpanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab,,
Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
Dana Kamparrye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari: 

.i..a. partai politik; , .l

b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari partai politik yang bersanglnrtan;
dan

c. sumbangan yang sah menunrt hutr:um dari pihak lain.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3) Dana...
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(3)

(41

'.'
..

?*" Kampanye Penlilu sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. 

,.D"l" Ikmpanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud'
pada ayat (3) ditempatkan pada -rekenlng khusus dana,
kampanye Partai Politik peserta pemilu pada-bank.

P*" Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam benttrk
!l*e dan/atau- jasa sebagaimana dimafsud pada ayat (3)
dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada "*isumbangan itu diterima.

D-ana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2ll
dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengirr*ri
khusus dana Kampanye pemilu yang terpisih dari
pembukuan keuangan partai politik. - 

i,.l
Pembulman dana Kampanye pemilu sebagaimana dimaksudi
q3d" ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelatr partai politik
ditetapkan sebagai Peserta pemilu dan ditut rp 7 (t"juti) hari
sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran
$". IGmpanye Pemilu kepada kantor aln:ntan 

-pubtik 
yang

dihrnjuk KPU.

(s)

(6)

(71

Pasal 330 
,:,t

P3l" Ikmparrye Pemilu anggota DpR, DPRD provinsi, dan DpRD
kabupaten/kota yang bersumber dari sumlangan pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam pasal 329 ayat (2) hurul c bersifat
tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompoki
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah. - 

'"

Pasal 331

(1) P3"" Kampanye Pemilu anggota DpR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak
lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Fasai ggo,
tidak melebihi Rp2.s00.0oo.ooo,oo (dua miliar lima ratus'
juta rupiah).

(2)Dana...
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(21 Pa11 Kampanye lemilu anggota DpR, DPRD provinsi, dan,
PIRD -kabupaten/kota yang berasal dari .r*U"rrg"r, iit "tlain kelompok, p€rusahaan, dan/atau badai ,i"d.-
nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalarn pasal ggo
tidak melebihi Rp25.ooo.ooo.ooo,oo (dua puluh rima miliar

Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

dan ayat (2) harus mencanttrmkan identitas yang jelas.
(3)

(t)

(21

(3)

(41

Paragraf3
Dana Kamparrye pemilu Anggota DpD

Pasal 332 i'
',;

Kegiatan Kampanye pemilu anggota DpD didanai dan
menjadi tanggung jawab calon anggota DpD masing-masing.

P*" Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
bersumberdari: :. j
a. calon anggota DPD yang bersanglin:tan; dan
b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

9*. Kampanye Pemilu sebagai'nana dimahsud pada ayat (21
dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. 

:,
Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud ,

pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana.
I(ampanye Pemilu calon anggota DpD yang bersangtmta$j
pada bank. - 

.,
Dana Kampanye Pemilu benrpa sumbangan datam benhrk:
barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3i,:
dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada s""1,

Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeirraran
khusus dana Kampanye pemilu yang terpisah dari
pembulman kerrangan pribadi calon anggota DpD yang
bersanglmtan.

(s)

(6)

(7) Pembulman. . .
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(71 Pembukuan dana Kamparrye pemilu sebagaimana dimaksud
P1q. ?yat (6J dimulai sejak 3 (tiga) hari seielah calon anggota
PP? ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 7 (trIuh)hari sebelum penyampaian laporan penerimaan' a",
pengeluaran dana Ifumpanye pemiiu kepada kantor akuntan
publik yang ditunjuk KpU.

Pasal 338
(1) D*? Kampanye Pemilu calon anggota DpD yang berasal dari

srrmbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 332 ayat (21 huruf b tidak melebihi
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(21 D*l Kampanye Pemilu calon anggota DpD yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, pemsahaan, dan/atau
badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalani
Pasal 332 ayat (21 huruf b tidak melebihii
Rp1.5OO.OO0.0OO,OO (sattr miliar lima ratus juta rupiah). 

,

(3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l

dan ayat (2) hanrs mencantumkan identitas yang jelas. :

Paragraf4

Laporan Dana Kampanye

Pasal 334
(l) Pasangan calon dan tim kamparrye di tingkat pusat wajiQ,

memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan,.
rekening khusus dana Ikmpanye pasangan calon dan tim
kaqRanve kepada KPU paling lama 14 (empat beras) hari
setelatr Pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu
Presiden dan Wakil presiden oleh KpU. :.

l2l Partai Politik Peserta pemilu anggota DpR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya
wajib memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dln
rekening khr.rsus dana Karnpanye pemilrr kepada Kpu, Kpu
Provinsi, dan KP-I,J Kabupaten/Kota paling tambat 14 (empat
belas) hari sebelum hari pertama jadwal peLaksanaan
Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

(3) Calon...



(3)

- 208
;

calon anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan
laporan awal dana Ifumpanye pemilu dan iekening khusus
dana Kampanye Pemilu kepada Kpu metalui Kpti- provinsi
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertamal
jadwal pelaksanaan Kampanye pemilu dalam uentut rapat
umum.

Pasal 335 ,

la.poran dana kampanye Pasangan calon dan tim kampanye
y-1ng meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib-
disampaikan kepada kantor almntan publik yang ditunjuk
oleh KPU paling lama ls (lima belas) hari 

-sesudah 
hari

pemungutan suara

Laporan dana Partai politik peserta pemilu yang
meliputi penerimaan dan pengeluaran w4iib disampaikan
kepada kantor akuntan publik yang dihrnjuk oleh Kpu paling
lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. -

la.poran dana kampanye calon anggota DpD peserta pemilu
yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib'
disampaikan kepada kantor akr:ntan publik yang dihrnjuk';
oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari
pemungutan suara

$nopn penerimaan dana IGmpanye ke KPU ssfuagaimana.
dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) mencanhrmkan'
nama atau identitas penytrmbang, alamat, dan nomor
telepon yang dapat dihubungi

Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU l(abupaten/Kota paling iama
!0 (tiga puluh) hari sejak diterimarrya laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayatl2l, dan ayat (3). 

.

KPU, KPU Provinsi, dan KpU I(abupaten/Kota i
memberitahukan hasil audit dana kampanye peserta pemilu
masing-masing kepada Peserta pemilu paling lama 7 (tqjuh)
hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota
menerima hasil audit dari kantor almntan publik. ,i

(1)

{21

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)KPU...
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(71 KPU, KPU Provinsi, dan KpU I(abupate n/Kota
mengumuqkan hasil pemeriksaan dana Ihmpanye pemilu

|9na9a publik pating lambat 10 (sepuluh) 
- ha; setelah

diterimanya laporan hasil pemeriksaan. 
-

Pasal 336
(U KPU menetapkan kantor akuntan publik sglagaimana

dimaksud dalam Pasal 33S ayat (t), ayat (2), dan -ayat 
(B)

yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.

12], Kantor ak:ntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berilmt 

-

membuat pernyataan terttrlis di atas kertas bermeterai
cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas
pemeriksaan laporan dana Kampanye pemilu tidak ,

berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung
dengan Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye; 

.

membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai,
cukup batrwa rekan yang bertanggung jawab atas
pemeriksaan laporan dana Kampanye pemilu bukan
merupakan anggota atau pengurus partai politik, atau
pengurus Partai Politik yang mengusulkan pasanga4 

,Calon. '

Pasd 337 
.

(1) Dalam hal kantor akrrntan publik yang dihrnjuk oleh Kpu
sebagaimana dimaksud dalam pasal gg6 ayat (1) dalarrr
proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan
informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 336 ayat (2]l, Kpu membatalkarr
penunjukan kantor alnrntan publik yang bersangkutan.

(21 Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (U tiaat - 

berhak
mendapatkan pembayaran jasa. ,

(3) KPU mentrnjuk kantor alruntan publik pengganti untrrk
melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye
Pemilu partai yang bersangkutan.

a.

b.

Pasal338...
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Pasal 338

(1) Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat.
pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tia+
menyampailan laporan awal dana Kampanye pemilu kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Ifubupaten/Kota sampai batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 33s ayat l2l;partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa"
pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang,
bersangkutan.

(21 Dalam hal calon anggota DpD peserta pemilu tidak
menyampaikan laporan awal dana Ikmpanye pemilu kepada
KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota ppO yang
bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai
Peserta Pemilu. :

(3) Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat
pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidakr.
menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana
Ikmpanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang
ditunjuk oleh KPU sampai batas waktr,r sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 335 ayat (21, partai politik yang
bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya
calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

(4) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak,
menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana,';
Ihmpanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang
ditunjuk oleh KPU sampai batas wakhr sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 335-ayat (B), calon anggota pFp yang
bersanglmtan dikenai sanksi administratif bempa tidak
ditetapkan menjadi calon terpilih.

,'

:,Pasal 339
(1) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kamparrye

dilarang menerima sumbangan dana Kampanye pemilu yang
berasal dari:
a. pihak asing; ;,

b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;

c.hasil ...
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c- hasil tindak pidana yang telatr terbukti berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetlp dan/atau bertujuan menyembunyikan atau
menyamarkan hasil tindak pidana;

d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik,.
negara, dan badan usaha milik daeratr; atau

e. pemerintatr desa dan badan usatra milik desa.

Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye
yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib ,

melaporkannya kepada KPU dan menyeratrkan sumbangan'
tersebut kepada kas negara paling lambat L4 (empat,l

Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye
yang tidak memenuhi ketenhran sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini. '' 

,

setiap- orErng dilarang menggunakan anggaran pemerintah,
pemerintatr daeratr, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daeratr (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan rain
dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau,.
diberikan kepada pelaksana kampanye. .

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 340
(1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan

menetapkan standar serta kebuhrhan pengadaan
pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

(3)

(4)

darr
dan

(2)Sekretaris...
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sekretaris Jenderal KPU, sekretaris Kpu provinsi, dan
sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalarrl
pelaksanaan pengadaan dan pendisuiuusian perlengkapan
pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

Pasal 341

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud
ddam Pasal 340 terdiri atas:

a. kotak suara;

b. surat suara;

c. tinta;

d. bilik pemungutan suara;

e. segel;

f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
g. tempat pemungutan suara

Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan
lainnya untuk menjaga keamanan, keratrasiaan, darr
kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan
penghihrngan suara.

Bentuk, ulmran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan ,

pemungutan suara lainnya diahrr dengan Perahrran KPU. l

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketenttran peraturan
penrndang-undangan.

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS
bekerja sama dengan masyarakat

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf a, huruf b, huruf c, humf d, huruf e,
hrrnrf f, dan ayat (21 hanus srrdatr diterirna KPPS paling,
lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. .., 

,,,

(3)

(41

(6)

(7) Pendistribusian
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Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan
oleh sekretariat Jenderal Kpu, sekretariat Kpu provinsi, dan
sekretariat KPU lhbupaten/ Kota.

Da]am pendistribusian dan pengamanan perlengkapan
pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan
Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indoneiia,
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 342

(1) Surat suara ss[agaimana dimaksud dalam pasal sal ayat (1]
huruf b unhrk Pasangan calon memuat foto, nama, nomor,
urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda '
gambar gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon. , :

(21 surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat (I)
huruf b unhrk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD_
kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor
urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DpR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap-,
daeratr pemilihan

(3) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1)
huruf b untuk calon anggota DPD memuat pas foto diri
terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah
pemilihan

(41 Ketenttran lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuranl
warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) ditetapkan
dalam Peraturan KPU. - 

"r

Pasal 343

Nomor urut Pasangan Calon, tanda gambar partai politik,
calon anggota DPD ditetapkan dengan kepuhrsan KpU.

..;

dan

Pasal 344 .
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Pasal 344
(1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan

mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan
kebuhrhan surat suara dan hasil cetak yang berlnralitas,,
baik.

(21 Jumlatr surat suara yang dicetak sama dengan jumlatr
Pemilih tetap ditambah dengan 2o/o (drn persen) dari jumlatr
Pemilih tetap sebagai cadangan, ymg ditetapkan dengan
kepuhrsan KPU.

(3) selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, KPU menetapkan besarnya jumlatr
surat suara untuk pelaksanEran pemungutan suara ulang.

(4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan
sebarryak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suard.
ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara
untuk Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota 

;

Pasal 345

(1) Unhrk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat:
suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang
ditetapkan oleh KPU.

(21 Perusatraan pencetak surat suara wajib menjaga
keratrasiaan, keamanan, dan keuhrhan surat suara.

KPU meminta banhran Kepolisian Negara Republik Indonesia'
untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan,
berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke
tempat hrjuan. 

,:

KPU memverifikasi jumlatr dan kualitas surat suara yan.gi;
telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim, dan/atau jumlah
yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang
ditandatangani oleh pihak percetakan dan pehrgas KPU. ,

KPU mengawasi dan mengamankan desain dan plat cetak
yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan
sesudatr digunakan, serta menyegel dan menyimpannya. 1

(3)

(4)

(s)

(6) Ketentuan . .',
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(6) Ketentuan mengenai tata car.a pelaksanaan pengamanan
terhadap pencetakan, penghihrngan, penyimpanan,
pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat
ttrjuan diahrr dengan Peraturan KPU.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KpU, KpU ,'

Frovinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal
KPU, sekretariat KPU Frovinsi, dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian'
perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu.

Bagran Kedua

Pemungutan Suara

Pasal 347

(1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.

(21 Hari, tanggal, dan wakhr pemungutan suara Pemilu .

ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 348

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS
meliputi:

a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar
pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangk:utan;

b. pemilik karil tanda penduduk etektronik yang terdaftar '
pada daftar pemilih tambahani

c. pemilik karht tanda penduduk elektronik yang tidak
terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih
tambahan; dan

d. penduduk yang telah memiliki hak pilih. .

(2) Pemilih...
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(3)

(4)
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Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
hunrf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS
lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberiahuan dari
PPS unhrk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.

Pemilih dengan kondisi tertenhr sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat menggunakan haknya unhrk memilih
di TPS/TPSLN lain.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
menggunakan haknya unhrk memilih: 

,;.

a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke
kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah
pemilihannya;

b. calon anggota DPD apabila pindatr memilih ke.
kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;

c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain
atau pindah memilih ke suahr negara;

d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ker
kabupaten/kota lain dalam sahr provinsi dan di daerah
pemilihannya; dan

e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindatr memilih ke:
kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di
daerah pemilihannya. 

:

Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
melapor ke KPU KabupatenlKota tempat tduan memilih. , 

',

KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang'
bersanglnrtan dalam DPI asalnya.

Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurrf b, KPPS pada TPSI tersebut
mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota
melalui PPK. 'i

Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar
pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambatran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf c, dapat memilih
di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik. .:

(8)

(9) Penduduk...
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(9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (t) huruf d dapat memilih di TpsTTpsLN
dengan menggunakan karhr tanda penduduk elelrtronik.

Pasal 349

(1) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar
pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta.
Penduduk yang telatr memiliki hat( pilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) hurLf c dan huruf d
diberlakr:kan ketentuan sebagai berilnrt:
a. memilih di TPS yang ada di nrkr:n tetangga/rukun warga

sesuai dengan alamat yang tertera di karfu tanda
penduduk elektronik;

b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KppS setempat;
dan

c. dilakr:kan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di
TPS setempat selesai. .

(21 untuk warga Negara Indonesia yang tir,gg"l di luar negeri
yang menggunakan paspor dengan alamat luar negeri,
diberlakukan ketenhran:

a. lebih datrulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan

b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan
suara di TPS setempat. .

Pasal 350 
i

(1) Pemilih unhrk setiap TPS paling banyak SOO (lima
ratus) orang.

(21 rPs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditenhrkan
lokasinya di tempat yang mudah d[iangkau, termasuk oleh,
penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan
memperhatikan aspek geogralis serta menjamin setiap
Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas,
dan rahasia. 

i

(3) Jumlah .
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Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah
Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan
daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2o/o (d'ua persen)
dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. ri,

Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibuatkan berita acara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, tata .

letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan format
berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur
dengan Perahrran KPU.

Pasal 351

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oteh KppS
.r.(2) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.

(3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi,
Peserta Pemilu.

(41 Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan kearrranan di'
setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang
ditetapkan oleh PPS.

(5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh panwaslu
Keluratran/Desa dan Pengawas TPS.

(6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh
pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu IGbupaten/Kota. : ,

(71 Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus "'

menyerahkan mandat tertulis dari Pasangan calon/tim
kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu, atau calon anggota
DPD kepada KPPS. 

I

(8) saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (zl dilatih oleh
Bawaslu.

. ri

(4)

(s)

Pasal352...
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Pasal 352
(U Dalam persiapan pemungutan suara, Kpps melakukan

kegiatan yang meliputi:

a. penyiapan TPS;

b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap,
daftar pemilih tambahan, Pasangan Calon, dan daftar
calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota di TPS; dan :,

c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar
pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas
TPS.

l2l Dalam pelaksana.an pemungutan suara, KPPS melakukan
kegiatan yang meliputi:

a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
b. rapat pemrrngutan suara;

c. pengucapan sumpatr atau janji anggota KppS dan
petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS; 

,,;

d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan,
suara; dan :

e. pelahsanaan pemberian suara.
,:

Pasal 353 :

(1) Pemberian suara unhrk Pemilu dilakukan dengan cara:

a. mencoblos sahr kali pada nomor, nama, foto pasangan
Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam
sahr kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden;

b. mencoblos satrr kali pada nomor atau tanda gambar
partai politik, dan/atau nama calon anggota DpR, DPRD
provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan ).

c. mencoblos satu kali pada nomor, narna, atau foto calon
untuk Pemilu anggota DPD.

(2) Pemberian...
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,l

Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)',
dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih,
akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam
Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 354 '

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:

a. membuka kotak suara;

b. mengeluarkan selumh isi kotak suara;

c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; 
.r,

d. menghihrng jumlatr setiap jenis dokumen dan peralatan;

e. memeriksa keadaan selunrh surat suara; dan i:

f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh,:
Pemilih.

Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu;
dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kettra KPPS wajib membuat dan menandatangani berita
acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh
2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang
hadir.

Pasal 355

Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh
KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak,
Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KppS
dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya
1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam
berita acara.

(3) Apabila...
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(3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara,
Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Kpps
dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti.
1 (satu) kati.

Pasal 356
(1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang

mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan
suaranya di TPS dapat dibanhr oleh orang lain atas
permintaan Pemilih.

Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan
pilihan Pemilih. :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada
Pemilih diahrr dengan Peraturan KPU.

Pasal 357

Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada
di luar negeri hanya unhrk Pasangan Calon dan calon
anggota DPR.

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan di setiap Penrakilan Republik Indonesia dan
dilakukan pada waktu yang sama atau wakhr yang
disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia. ;:

Dalam hal Pemi[h tidak dapat memberikan suara di TPSLN
yang telatr ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara
melalui surat pos yang disampaikan kepada ppLN di

Pasal 358
(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di rpsLN

meliputi:
a. pernilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar

(1)

(21

(3)

b. pemilik. . .

I



(21

(3)

(4)

(s)

,

b. pemilik kartu tanda penduduk elelrtronik yang terdaftar
pada daftar pemffi tambahan;

c. pemilik karhr tanda penduduk elektronik yang tidak
terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih
tambahan; dan

d. Penduduk yang telatr memiliki hak pilih. ,

Pemilih sslagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di
TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahua+.
dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/Tps
Pemilih dengan kondisi tertenhr sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dapat menggurnakan haknya untuk memilih di
TPSLN/TPS lain.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
menggunakan haknya unhrk memilih:
a. Pasangan Calon; dan 

,

b. calon anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta
Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
melapor ke PPLN tempat tujuan memilih.
PPLN tgmpat asal calon Pemilih harrs menghapus yang
bersanglnrtan dalam DPI asalnya. -

KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (21mencatat dan
melapor ke PPLN.

Pemilik karu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar
pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf c dapat memilih
di TPSLN menggunakan karhr tanda penduduk elektronik. .

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana:
dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS-LN/TPS
dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik. !

(6)

(71

(8)

(e)

Pasal359..:
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Pasal 359 
,

Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang udak terdaftar
pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambatran serta
Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 358 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan
ketentuan:

a. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat;
dan

b. pemberian suara dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya
pemungutan suara di TPSLN setempat.

Pasal 360
(1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin

KPPSLN.

Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.

Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pafiai
Politik Peserta Pemilu dan saksi Pasangan Calon.

(4) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh,.
Panwaslu LN. 

..

(5) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh
pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu.

(6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) haruq.
menyerahkan mandat terhrlis dari Partai Politik Peserta':

Pasal 361
(1) Dalam persiapan pemungutan suara, KppsLN melalrukan

kegiatan yang meliputi:

;'a. penylapan TPSLN;

b. pengunuman dengan menempetkan daftar pemilih tetap, :

daftar pemilih tambahan, pasangan Calon, dan daftar
calon tetap anggota DpR di TPSLN; dan 

i,

c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar
pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan panwaslu
LN.

oleh'

(21

(3)

(2) Dalam.
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(21 Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KppSLN melakukar
kegiatan yang meliputi:
a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
b. rapat pemungutan suara;

c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan
petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPfiLN;

d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan
suara; dan

e. pelaksanaan pemberian suara.

:,:

Pasat 362 j
Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN: :

a. membuka kotak suara; 
,.

b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;

c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralaAn;
d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;

e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh

Pemilih.

Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Pasangan Calon,
Panwaslu LN, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat
berhak menghadiri kegiatan KPPSLN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita'
acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan,
berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh
2 (dua) orang anggota KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang
hadir.

(1)

(21

(3)

Pasal 363
(1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan

KPPSLN berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
oleh'

(2) Apabila .
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i
l2l Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rr.sakri

Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada-
KPPSLN dan KPPSLN wajib memberikan surat suara ,

pengganti hanya 1 (sattr) kali dan mencatat surat suara yang
rusak dalam berita acara.

(3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara,
Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada
KPPSLN dan KPPSLN hanya memberikan surat suara
pengganti 1 (sattr) kali.

Pasal 364

(1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang
mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan
suaranya di TPSLN dapat dibanhr oleh orang lain atas
permintaan pemilih.

Orang lain yang membanttr Pemilih dalam memberikan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian banhran kepada
Pemilih diatur dengan Peraflrran KPU.

Pasal 365 ,

(1) Pemilih tidak boleh membubuhkan hrlisan dan/atau catatarr

(21 surat suara yang terdapat ttrlisan dan/atau catatan lain
dinyatakan tidak sah. :

Pasal 366 ,

(1) Pemilih yang telatr memberikan suara, diberi tanda khusus
oleh KPPS/KPPSLN.

(21 Tanda khusus sebagdmana dimaksud pada ayat (1) diahrr

(21

(3)

Pasal367...
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Pasd 367 
;

KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghihrngan suaral
sebelum pemungutan suara berakhir. :'

Kgtenhran mengenai wakhr berakhirnya pemungutan suara
diahrr dalam Peraturan KPU. :

,',

Pasal 368 
l

..

KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan
pemungutan suara secara tertib dan lancar.

(21 Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan
bertanggung jawab.

(3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung.
jawab.

(4) Petugas ketertiban, ketenteraman,
menjaga ketertiban, ketenteraman,
lingkungan TPS/TPSLN.

(5) Pengawas TPS/Panwaslu LN wajib melakukan pengawasa4
atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan
bertanggung jawab

Pasal 369

Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang
tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang,
berada di dalam TPS/TPSLN.

Warga masyarakat sebagaimana dimahsud pada ayat (1) dan
pemantau Pemilu sebagaimans dimaksud pada ayat (21
memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
pemungutan suara.

Pasal37O..,

(1)

dan keamanan wajib
dan keamanan di

(1)

(21

(3)

#p
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Pasal 370

(1) Dalam hd terjadi penyimpangan peraksanaan pemungutan
suara oleh KppS/KppSLN, panwaslu
Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/pengawas Tps memberikan
saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan
pettrgas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan
TPS/TPSLN. 't 

,,.

(21 KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti saran perbaikan yang
disampaikan oleh pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

,,,

Pasal 371
(l) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan

keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota
masyarakat dan/atau oleh pemantau pemilu, petugas
ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan
penanganan secara memadai

(21 Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau pemihl:,
tidak mematuhi penanganan oleh pehrgas ketenteraman,
ketertiban, dan keamanan, yang bersanglinrtan diseratrkan
kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

BABX :

UI,ANG, DAN REKAPITULASI SUARA UI,,ANG

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 372

(1) Pemungutan suara di rPS dapat diulang apabila terjadi,
bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibattan
hasil pemungutan suara tidak dapat digunalmn atau
penghitung€rn suErra tidak dapat dilaklrkan

(2) Pemungutan .

j,
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(21 Pemungutan suara di Tps wajib diulang apabila dari hasil
penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat
keadaan sebagai berikut
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan

dan penghihrngan suara tidak dilakukan rnenurut tata
cara yang ditetapkan dalam ketentrran peraturan
perundang-undangan;

b. pehrgas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda
khusus, menandatangmi, atau menuliskan nama atau,
alamat pada surat suara yang sudah digunakan; ,'

c. petugas KPPS merusak lebih dari saftr surat suara yang
sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara.
tersebut menjadi tidak sah; dan/atau 

.,...

d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk
elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan
daftar pemilih tambahan.

Pasal 373 :

(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh Kpps dengari:
menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya
pemungutan suara ulang.

(21 usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan'
kepada KPU Kabupaten/Kota unhrk pengambilan kepuhrsari

(3) Pemungutan suara ulang di rPS dilaksanakan paring lama
10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara,,
berdasarkan kepuhrsan KPU Kabupaten/Kota

(41 Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dilakukan unhrk 1 (satr.r) kali pemungutan,

:i.suara ularrg.

Pagian . . .
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Bagan Kedua

Penghihrngan Suara Ulang dan Rekapihrlasi Suara Ulang

Pasal 374

(1) Penghihrngan suara ulang berupa penghitungan ulang surat
suara di TPS, rekapihrlasi suara ulang di PPK,

(21 Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal
sebagai berikut
a. kerusuhan yang mengakibatkan penghihrngan suara

tidak dapat dilanjutkan;

b. penghitungan suara dilakukan secara terhrttrp; ':.

c. penghittrngan suara dilakukan di tempat yang kurang
terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;

d. penghihrngan
kr:rang jelas;

e. penghittrngan
jelas;

suara dilakukan dengan suara yang

suara dicatat dengan hrlisan yang kurang

luar

saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga
masyarakat tidak dapat menyaksikan proses
penghitungan suara secara jelas;

g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di
tempat dan wakhr yang telah ditenhrkan; dan/atau

h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghihrngan surat suara
yang sah dan surat suara yang tidak satr dengan jumlah:
pemilih yang menggunakan hah pilih. ^

Pasal 375

(1) Dalam hd terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS
dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS
yang bersanglnrtan. 

,,

(2) Penghitungan...
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(21 Penghihrngan ulang surat suara di Tps harus dilaksanakan
dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan
suara.

Rekapihrlasi hasil penghitungan perolehan suara di ppK,,
KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Frovinsi dapat diulang apabila
terjadi keadaan sebagai berikut
a. kemsuhan yang mengakibatkan rekapihrlasi hasil;

penghihrngan suara tidak dapat dilanjutkan; 
r

b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara
tertuhrp;

c. rekapihrlasi hasil penghihrngan suara dilakukan di tempat
yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan
cahaya;

d. rekapitulasi hasil penghihrngan suara dilakukan d"r,g.4:i
suara yang lnrrang jelas;

e. rekapihrlasi hasil penghihrngan suara dicatat dengan hrlisan
yang kurang jelas;

f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupatenf Kota, dan
pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses
rekapihrlasi hasil penghihrngan suara secara jelas; dan/atau '

g. rekapihrlasi hasil penghitungan suara dilatrukan di tempat
lain di luar tempat dan wakhr yang telah ditentukan.

Pasal 377 ,,

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 376, saksi Peserta Pemilu atau Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan
unhrk dilaksanakan rekapittrlasi hasil penghitungan suara
ulang di PPK, KPU Ikbupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang
bersangkutan. :

Rekapitulasi hasil penghitungan srlara ulang d.i ppK, KpU
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan
selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

(1)

(21

Pasal378...
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Pasal 378

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat,
hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil
penghihrngan suara yang diterima ppK dari TpS, saksi
Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di
TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau
Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghihrngan suara
ulang untuk TPS yang bersanglnrtan.

Penghihrngan suara ulang di TPS dan rekapihrlasi hasil'
penghittrngan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling
lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.'
berdasarkan kepuhrsan PPK.

Pasal 379

Penghihrngan suara ulang unhrk TPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara
hanya dilakukan di PPK.

.', 
,

Pasal 380

(1) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam
sertifikat rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara 

,

dari PPK dan sertifikat rekapihrlasi hasil penghihrngan,'
perolehan suara yang diterima KPU lhbupaten/Kota, saksi
Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Pesqrta
Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu lhbupatenfKota, atau
Panwaslu Kecamatan, maka KPU KabupatenlKota
melalimkan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau
rekapihrlasi ulang data yang termuat dalam sertifrkat.
rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara untuk ppK

-..yang bersangkutan.

(21
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Dalam hal tedadi perbedaan antara data jumlatr suara pada
sertifrkat rekapitulasi hasil penghihrngan suara dari Kpu'i,
Kabupaten/Kota dan sertilikat rekapihrlasi hasit
penghitungan suara yang diterima oleh KpU provinsi, saksi ,,

Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta pemilu'
tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupatenf Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembehrlan
data melalui pengecekan dan/atau rekapihrlasi ulang data
yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghihrngan
perolehan suara unttrk KPU KabupatenlKota yang
bersangkutan. ..,0

Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam_
sertifikat rekapitulasi hasil penghihrngan suara dari Kp[r,'
Provinsi dan sertifikat rekapihrlasi hasil penghihrngan suara
yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat
dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau,
Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembehrlan data
melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang
termuat dalam sertilikat rekapihrlasi hasil penghihrngan.

BAB X
PENGHITUNGAN SUARA

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 381

(l) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan ppLN wajib
melaksanakan penghitr.rngan suara Peserta Pemilu secara
transparan dan dapat dipertanggungiawabkan.

1,,21 KPU, KPU Provinsi, dan KPU lhbupaten/Kota serta ppLN
wqjib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil-
penghihrngan suara dari seluruh TPS sesuai dengan'.
ketentrran peraturan penrndang-undangan

(3)

(3) Ketenhran.
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(3) Ketenhran lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghihrngqr
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sert4
penyimpanan, penjagaan, dan pengamanan hasil
penghitungan suara sgfagaimana dimaksud pada ayat (21,
diahrr dengan Perahrran KPU.

Bagian Kedua

Penghittrngan Suara di TPS/TPSLN

Pasal 382

(1) Penghihrngan suara Peserta Pemilu di TPS dilaksanalran oleh
KPPS.

(21 Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik
Peserta Pemilu di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN. ,

(3) Penghittrngan suara Peserta Pemilu di TPS disaksilran oleh
:saksi Peserta Pemilu.

(4) Penghihrngan suara Pasangan Calon dan
Peserta Pemilu di TPSLN disaksikan oleh
Pemilu.

TPS diawasi oleh

(6) Penghihrngan suara Pasangan Calon dan Partai Politik
Peserta Pemilu di TPSLN diawasi oleh Panwaslu LN.

(71 Penghihrngan suara Peserta Pemilu di TPS dipantau oleh
pemantau Pemilu dan masyarakat.

(8) Penghihrngan suara Pasangan Calon dan Partai Politik
Peserta Pemilu di TPSLN dipantau oleh pemantau Pemilu dan
masyarakat.

(9) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang
belum menyerahkan mandat terhrlis pada saat pemungutan
suara harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta
Pemilu kepada ketua KPPS/KPPSLN.

Partai Politik
saksi Peserta

(5) Penghihrngan suara Peserta Pemilu di
Pengawas TPS.

Pasal383...
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Pasal 383

Penghihrngan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah
walrtu pemungutan suara berakhir.
Penghihrngan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang
bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Pasal 384

KPPS melakukan penghihrngan suara Peserta Pemilu di .

dalam TPS.

KPPSLN melalnrkan penghitungan suara Pasangan Calon
dan Partai Politik Peserta Pemilu di dalam TPSLN.

Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan
suara Peserta Pemilu di dalam TPS/TPSLN.

Pengawas TPS mengawasi pelaksanaan penghitungan suara l
Peserta Pemilu di dalam TPS. j

Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan penghihrngan suara
Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di ddam'

Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghihrngan
suara Peserta Pemilu di luar TPS}.

Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghihrngan
suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di
luar TPSLN

Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghihrngan
suara Peserta Pemilu yang dilakukan secara terbuka untuk
umum di luar TPS.

(9) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghihrngan .

suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di
luar TPSLN. ,

(1)

(2t

(3)

(41

(s)

(6)

(71

(8)

Pasal385...
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Pasal 385
(1) sebelum melaksanakan penghihrngan suara, Kpps/KppsLN

menghihrng:

a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan
salinan daftar pemilih tetap;

b. jumlah Pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;

d. jumlah surat suara yang dikernbalikan oleh Pemilih
karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara;
dan

e. sisa surat suara cadangan. .'

(2) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimalcsud
pada ayat (1) huruf e dibuatkan berita acara yang
ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN dan oleh paling
sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN yang hadir.

Pasal 386

(l) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu
Pasangan Calon, tanda gambar partai politik, dan/atau
tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara.

(21 Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dinyatakan satr apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh kehra KPPS; dan
b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai

politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD.
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom
yang disediakan

(3) Suara unhrk Pemilu anggota DPD dinyatakan satr apabila: 
,

a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan -

b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan.

(4)Ketentuan...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis
pelaksanaan pemberian suara sebrg4imana dimaksud pada
ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dengan Peraturan KpU.

Pasal 387

Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengatr
suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat
suarayang dihitung.

Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat
yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup.

Penghihrngan suara dicatat pada lembar/papan/layar
penghitungan dengan tulisan yangjelas dan terbaca.

(4) Forrrat penulisan penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

,

Pasal 388

(1) Peserta Pemilu, saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu
LN/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan
laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan,
dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghihrngan suara
kepada KPPS/KPPSLN

(21 Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta.
Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwasli
LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan
terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN
apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta'
Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu
LN/Pengawas fp$ sslagaim4rra dimaksud pada ayat (2)
dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan
pembetulan. 

,

Pasal 389...

(1)

(21

(3)
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Pasal 389

Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke
dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara
serta ke dalam sertilikat hasil penghitungan suara pemilu
dengan menggunakan format yang diatur dalam
Peraturan KPU.

Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta
sertifikat hasil penghitungan suara ssgagaiman4 dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota
KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
Dalam hal terdapat anggota KPPS!/KPPSLN dan saksi Peserta
Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan
penghitungan suara serta sertifikat hasil penglritungan suara
ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi:
Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.

Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta
sertilikat hasil penghitungan suara yang telali.
ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan'
peraturan perundang-undangan.

Pasal 390

KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara
di TPS/TPSLN

KPPS wajib memberikan I (satu) eksemplar berita acara
pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil
penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas
TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.

KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara.
pemungutan dan penghihrngan suara serta sertifikat
hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta pemilu,
Panwaslu LN dan PPLN pada hariyang sama.

KPPS/ KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengarrrankan
keutuhan kotak suara setel,ah penghitungan suara.

(21

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)KPPS. . .
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(5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang
berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta .

sertifikat hasil penghihrngan perolehan suara kepada ppSi
atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sarna.

(6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara,
berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta
sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas TPS,
beserta Panwaslu Kelurahan/Desa dan wajib dilaporkan
kepada Panwaslu Kecamatan.

(71 Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara,
berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta
sertifrkat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi
oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada
Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Pasal 391

PPS wajib mengumumkan salinan sertilikat hasil penghitungan
suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara.
menempelkan salinan tersebut di tempat umum

Pasal 392

PPSi membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan
perolehan suara Peserta Pemilu dari KPPfI untuk diteruskan ke
PPK.

Bagian Ketiga

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan

Pasal 393
(1) PPK membuat berita acara pcnerimaan kotak

penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPS.
hasil

(2) PPK. . .
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l2l PPK melalnrkan rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan
suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu.:
Kecamatan 

l

(3) Rekapihrlasi penghihrngan suara dilakukan dengan
membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul
yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat
hasil penghihrngan suara, kemudian kotak dihrhrp dan
disegel kembali.

(4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghihrngan
perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat
rekapihrlasi hasil penghitungan perolehan suara.

(5) PPK mengumumkan hasil rekapihrlasi penghitungan
perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) di tempat umum. ;

(6) PPK menyerahkan berita acara rekapihrlasi hasil
penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara tersebut
kepada saksi Peserta Pemilu, Parrwaslu Kecamatan, dan KPIJ
Ikbupaten/Kota.

Pasal 394

(1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas
dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau
kesalahan dalam pelaksanaan rekapihrlasi hasil
penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK. 

;

(21 Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adarrya
pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalatran dalam,
pelaksanaan rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan
suara Peserta Pemilu kepada PPK.

(3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan'
rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara peserta'
Pemilu. 

..

Pasal395...
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Pasal 395 
i(1) Rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara di ppK

dihrangkan ke dalam berita acara rekapihrLasi hasil
penghihrngan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi,
hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan
menggunakan format yang diatur dalam Perahrran KPU.

(21 Berita acara rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara
dan sertifikat rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan,
suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (11

ditandatangani oleh selunrh anggota PPK dan saksi Peserta
Pemilu yang hadir.

(3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu'
yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana
dimalcsud pada ayat (21, berita acara rekapihrlasi hasil ,

penghihrngan perolehan suara dan sertifikat rekapihrlasi
hasil penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu
ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu
yang hadir dan bersedia menandatangani. 

;

(4) Anggota PPK dan saksi Peserta Pemitu yang hadir, tetapi
tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
wajib mencantumkan alasan.

Pasal 396

PPK wajib menyerahkan kepada KPU KabupatenlKota surat:,
suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota'l,
DPR, DPD, dan DPRD dari TPS dalam kotak suara tersegel serta ,

berita acara rekapittrlasi hasil penghitungan perolehan suara dan,
sertifikat rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta
Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutani
suara dan sertifikat hasil penghihrngan suara dari TPS. ,

Pasal 397

(1) PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dari
seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukaq
penghihrngan perolehan suara yang diterima melalui poq''
dengan disahsikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir darrr
Panwaslu LN.

(2) PPLN...
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(21 PPLN wajib membuat dan menyerahkan berita acara
rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara dan
sertifikat rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara
dari seluruh KPPSLN di wilayah kedanya kepada KpU.

Rekapihrlasi Penghihrngan Perolehan suara di Kabupaten/Kota

Pasal 398
(1) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan:

rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta'
Pemilu dari PPK.

(21 KPU IGbupaten/Kota melakrrkan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi
Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota. ,;

(3) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapihrlasi
hasil penghihrngan perolehan suara dan sertifikat
rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta
Pemilu.

(4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil.
penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) KPU Kabupaten/Kota. menetapkan rekapihrlasi hasil
penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu. 

. 

, i.(6) KPU Ihbupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulaqi:,;
hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat
rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta
Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu, PPS, PPK, Bawaslu.
Kabupaten/Kota., dan KPU Provinsi. ,',

(71 KPU l(abupaten/Kota mengumumkan rekapiflrlasi hasil.
perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (41kepada masyarakat melalui media massa. :

Pasal399...
,l
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Pasal 399 ,'
Bawaslu I(abupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan
memuhrskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpmBm,
dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan ret<apitulasi
hasil penghihrngan perolehan suara peserta pemilu'
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).

Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran;
perrylmpang€n dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan-i
rekapittrlasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta:;,
Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudr
dalam Pasal 398 ayat (2). 

,

KPU l(abupaten /Kota wajib langsung menindaklanjuti
dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (f )',dan ayat (21 pada hari pelaksanaan rekapihrlasi
penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 400

Rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara di KPII
Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara rekapitulasi,
hasil penghitungan perolehan suara dan sertilikat
rekapihtlasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta
Pemilu dengan menggunakan format yang diahrr dalam

Berita acara rekapihrlasi hasil penghitr:ngan perolehan suarar
dan sertifikat rekapihrlasi hasil penghitungan perolehan'
suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (f)
ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota
dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
Dalam ha1 terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi
Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, berita acara. '

rekapitulasi hasil penghittrngan perolehan suara dan
sertifikat rekapittrlasi hasil penghihrngan perolehan suara
Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU
I(a.bupaten/Kota. dan saksi Peserta Pemilrr yang hadir dan,'.
bersedia menandatangani.

(a) Anggota...
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(4) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi peserta pemilu yans
hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan.

',,.'

Pasal401 
l

KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamanka4;
keuhrhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapihrlasi hasil:
penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Bagian Kelima ;.

Rekapihrlasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi "

(1) KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan rekapihrlasi,
hasil penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU

(21 KPU Provinsi melakukan rekapihrlasi hasil penghihrngan
perolehan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri
saksi Peserta Pemilu.

(3) KPU Frovinsi membuat berita acara rekapihrlasi hasil'.
penghihrngan perolehan suara dan sertilikat rekapihrlasi
hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

(41 KPU Provinsi mengumumkan rekapihrlasi hasil
penghitnngan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaim?na
dimaksud pada ayat (3). i

(5) KPU Provinsi menetapkan rekapihrlasi hasil penghihrngari
perolehan suara Peserta Pemilu. 

:

(6) KPU Provinsi menyeratrkan berita acara rekapihrlasi hasil
penghihrngan perolehan suara dan sertilikat rekapihrlasi
hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada
saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU
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(71 KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan
suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 403

Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memuttrs
adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau
kesalatran dalam pelaksanaan rekapihrlasi hasil
penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimar&.

Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran,
penyimpangan dan/atau kesalatran dalam pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta
Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4O2 ayat (21. '

KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti dugaan-
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan
ayat (21 pada hari pelaksanaan rekapihrlasi penghihrngan
perolehan suara Peserta Pemilu.

Rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara di KPU
Provinsi dihrangkan ke dalam berita acara rekapihrlasi hasil
penghihrngan perolehan suara dan sertifikat rekapihrlasi
hasil penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu dengan
menggunakan format yang diahrr dalam Perattrran KPU. 'r:"

Berita acara rekapihrlasi hasil penghitungan perolehan .rr"ra,:
dan sertifikat rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan'
suara Peserta Pemilu sebogaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Frovinsi dan saksf'
Peserta Pemilu yang hadir. :,,

Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta,,
Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatanganf ,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2!,, berita acara
rekapittrlasi hasil penghittrngan perolehan suara dan
sertifikat rekapittrlasi hasil penghitungan perolehan suara
Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan
saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia'
menandatanganinya.

(1)

(21

(3)

(1)

(21

(3)

(4) Dalam . r,,
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(4) Dalam hal anggota Kpu provinsi dan/atau saksi peserta'
Pemilu hadir, tetapi tidak mau menandatangani berita acara,
rekapihrlasi hasil penghitungan perolehan suara dan
sertifikat rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara,
anggota KPU Provinsi dan/atau saksi peserta pemilu wajib
mencanhrmkan alasan tidak mau menandatangani. 

.

Bagian Keenam

Rekapihrlasi Penghitungan Perolehan Suara secara Nasional

Pasal 405 l

(l) KPU membuat berita acara penerimaan rekapihrlasi hasil
penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU
Provinsi.

(21 KPU melakukan rekapihrlasi hasil rekapihrlasi penghitungan
perolehan suara Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri,
salcsi Peserta Pemilu dan Bawaslu. 

:

(3) KPU membuat berita acara rekapihrlasi hasil penghitungan;
perolehan suara dan sertifikat rekapittrlasi hasil
penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu. ','

(4) KPU mengumumkan rekapihrlasi hasil penghihrngan-:
perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

(5) KPU menetapkan rekapitulasi hasit penghitungan perolehan
suara Peserta Pemilu.

(6) KPU menyeratrkan berita acara rekapitulasi hasil,
penghihrngan perolehan suara dan sertifikat rekapihrlasi
hasil penghihrngan perolehan suara peserta pemilu kepada
saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.

l7l KPU mengumumkan rekapihrlasi hasil perolehan suara"
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada

Pasal406...
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Pasal 406 
:,Hasil perolehan suara Pemilu anggota DpR dari pemilih di luar

negeri dimasuld<an sebagai perolehan suara unhrk daerah

Pasal 407

Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya
dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalatran:,
dalam pelaksanaan rekapihrlasi hasil penghitungan r

perolehan suara Peserta Pemilu. 
:

Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran,
penyimpangan, dan/atau kesalatran dalam pelaksanaarl.i"
rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara kepada KPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2). - r

KPU wajib langsung menindahlanjuti dugaan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari
pelaksanaan rekapitulasi penghihrngan perolehan suara
Peserta Pemilu.

!.
:

Pasal 408

(U Rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara di KPU
dihmngkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dan sertilikat rekapitulasi,.
hasil penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu dengari,,
menggunakan format yang diatur dalam Perahrran KPU. 

j

l2l Berita acara rekapihrlasi hasil penghitungan perolehan suara'.
dan sertilikat rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan
suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan saksi Peserta
Pemilu yang hadir. ),

(3) Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta pemilu
yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana.
dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil'
penghitungan perolehan suara dan sertifrkat rekapitrrlasi'
hasil penghitrrngan perolehan suara Peserta pemilui
ditandatangani oteh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu
yang hadir dan bersedia menandatanganinya.

(a) Dalam. . .
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(4) Dalam hal anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir,
tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi
hasil penghihrngan perolehan suara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara,
anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib.
mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.

,.'

Pasal 409

Saksi Peserta Pemilu dalam rekapihrlasi suara Pasangan Calon,
Partai Politik Peserta Pemilu, dan calon anggota DPD di PPK, KPU
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU harus menyerahkan
mandat terhrlis dari Peserta Pemilu 

i

Bagian Kehrjuh

Pengawasan dan Sanksi dalam Penghihrngan Suara dan
Rekapihrlasi Penghihrngan Perolehan Suara

Pasal 410

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu I(abupatenf Kota,,
Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melalnrkan
pengawasan atas rekapitnlasi penghihrngan perolehan suara.
yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPt i

,Ihbupatenf Kota, PPK dan PPLN.

(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap dugaan adarrya pelanggaran, penyimpangan
dan/atau kesalatran oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU'
I(abupatenf Kota, dan PPK/PPLN dalam melakukan ,

rekapihrlasi penghitungan perolehan suara.

(3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang culmp adarrya
pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesdahan dalam
rekapihrlasi penghihrngan perolehan suara, Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu IGbupatenf Kota, Panwaslu
Kecamatan, dan Panwaslu LN melaporkan adarrya..
pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. .,'

(a) Anggota .
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(4) Anggota KPU, KPU Provinsi, KpU Kabupaten/Kota,
PPK/PPLN, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran,
penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi
penghittrngan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.

BAB xI
PENETAPAN HASIL PEMILU

Pasal 411

(1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas
perolehan suara Pasangan Calon.

(21 Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik,
calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD.

(3) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota,
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu

Pasal 412

Perolehan suara Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dalam
sidang pleno terbuka. 

;
Perolehan suara partai politik unhrk calon anggota DPR dan
perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh
KPU dalam sidang pleno terbuka.

(3) Perolehan suara partai politik unhrk calon anggota DPRD
provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam 

"ia"ng 
pleno

terbuka.

(4) Perolehan suara partai politik unhrk calon anggota DPRD
kabupaten/kota ditetapkan oleh I(PU I(abupaten I Kota, dalam
sidang pleno terbuka.

(1)

(2t

Pasd413...
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Pasal 413

KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil
perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai
politik unhrk calon anggota DPR, dan perolehan suara unhrk
calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga putuh lima) hari
setelatr hari pemungutan suara.

KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 25 (dua
puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara
KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara
partai politik untuk calon anggota DPRD kabupatenlkota
paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan
suara.

Pasal414
(1) Partai Politik Peserta Pemilu harls memenuhi ambang batas

perolehan suara paling sedikit 4o/o (empat persen) dari jumlatr
suara sah secara nasional unArk diikutkan dalam penenttran'

(21 Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam
penenhran perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan
DPRD l(abupaten/Kota. ''

.

Pasal 415

(U Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang
batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4L4 ayat (l) tidak disertakan pada penghihrngan
perolehan lmrsi DPR di setiap daeratr pemilihan.

(21 Dalam hal penghihrngan perolehan lmrsi DPR, suara sah
setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan'
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4L4 ayat (1) dibagi
dengan bilangan pembagi I dan diikuti secara berunrtan oleh'
bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.

(3) Dalam. . .
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(3) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi
dengan bilangan pembag 1 dan diikuti secara berurutan oleh
bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

BAB XII

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CAI.ON TERPILIH DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Bagan Kesahr

Penetapan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 416

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang
memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari .

jumLah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap
provinsi yang tersebar di lebih dari yz (setengah) jumlah
provinsi di Indonesia.

Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih
kembali oleh ralryat secara langsung dalam Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden.

Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yangl
sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua
Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh ralryat secara
langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang
sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih,
penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan
berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih.
luas secara berjenjang.

Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumtah
yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (saflr) Pasangan Calon,
penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah.
perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

t2)

(3)

(41

(s)

Pasal 417...
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Pasal 417

Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4L6 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan
dituangkan ke dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan'
Wakil Pnesiden.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

b. Dewan Perwakilan Rakyat;

c. Dewan Perwakilan Daerah;

d. Mahkamah Agung;

e. Mahkamah Konstitusi;
f. Presiden;

g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon; dan : .

h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Bagian Kedua

Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR,
DPD, dan DPRD

Paragraf I
Penetapan Perolehan Kursi

Pasal 418 i
Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggot&
DPR ditetapkan oleh KPU.

Perolehan lnrrsi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggora
DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota
DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU
Kabupaten/Kota.

(1)

12)

(3)

Pasal 419...,
:
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Pasal4l9
Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DpR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu
didasarkan atas hasil penghihrngan selunrh suara sah dari setiap
Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketenhran pasat 414
di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta'
Pemilu di suahr daerah pemilihan dilakukan dengan ketenttran:

a. penetapan jumlah suara satr setiap Partai Politik Peserta
Pemilu di daeratr pemilihan sebagai suara satr setiap partai
politik.

b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud pla" huruf a dengan bilangaq,
pembagr 1 dan diikuti secara bemrutan oleh bilangan'
ganjil 3;5;7; dan seterusnya.

c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b
diumtkan berdasarkan jumlah nilai terbarryak. :

d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nila!
terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbarryak
ketiga mendapat lmrsi ketiga, dan seterusnya sampai jumlatr
kursi di daerah pemilihan habis terbagi. .

Paragraf 2

Penetapan Calon Terpilih ,:

Pasal 421

(1) Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan otet,
KPU.

(21 Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU'
Provinsi.

(3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten /kota ditetapkan oleh
KPU lkbupaten/Kota.

Pasal 422 .
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Pasal 422

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD
kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan
pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu
daeratr pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbarryak yang
diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota di satu daeratr pemilihan yang tercanttrm

Pasal 423

Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama.
calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua,
ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangln:tan.

Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat
jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungari
Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh
kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon

KPU menetapkan calon pengganti antarwakhr anggota DPD
dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima;i
keenam, ketqiuh, dan kedelapan di provinsi yang
bersangkutan.

Paragraf 3

Pemberitahuan Calon Terpilih

Pasal 424

(1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelatr ditetaplran'
oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(21 Pemberitatruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara terhrlis kepada pengurus Partai Politik
Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengcn
tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

(3)

Pasal425...
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Pasal 425

Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilalrukan setelatr
6llstopkan oleh KPU.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggot4
DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua,
ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubemur dan
KPU Provinsi yang bersanglutan.

Paragra.f4

Penggantian Calon Terpilih

Pasal 426

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakut<an apabila calon .

terpilih yang bersangkutan :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;
c. tidak lrgr memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD,

d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik
uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusaq
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. t,

Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi;.,
dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah'
ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang
bersangkutan batal demi huktm.
Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, d"rl
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota.
dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Pesertg
Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan
perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

(1)

(2)

(3)

(4) Calon : . .
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Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) drganti dengan calon yang memperoleh suara .

terbanyak berilmtnya

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kepuhrsan
KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat
14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan
ssfagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

PET,ANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 427

(1) Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil',

l2l Dalam hal calon Wakil Fresiden terpilih berhalangan tetap.,
sebelum pelantikan, calon Presiden terpffi dilantik menjadi .

Presiden.

(3) Ddam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum
pelantikan, calon Wakil Presiden terpilih dilantik menjadi
Presiden. 

,a

(4) Dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan
Waldl Presiden maka Majelis Permusyawaratan Rakyat.
menyelenggarakan sidang unttrk memilih Presiden dan Wakil'
Presiden dari dua Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai'
politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya

Pasal 428 .

:
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Pasal 428
(1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpatr menunrt

agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
hadapan sidang paripurna Mqielis Permusyawaratan Ralryat
bertepatan dengan beralrtrirnya masa jabatan Presiden dan
Waldl Presiden. '

(21 Dalam hal Majelis Permusyawaratan Ralryat tidak dapat
bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Presiden
dan Wakil Fresiden terpilih bersumpah menurut agaman5ra,
atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang'
paripurna Dewan Perrvakilan Rakyat. 'l

(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Presiden dan Walcil
Presiden terpitih bersumpatr menurut agamanya, atau
berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan
Majelis Permusyawaratan Ralryat dengan disaksikan oleh
pimpinan Mahkamah Agung. ;.

(4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dan ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan
Wakil Presiden terpilih. ."'

-'
t:t 

n

Pasd 429 ,;

Sumpah/janji Presiden/Wakil Fresiden sebagai berikut ,,

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-
Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan :

perahrrannya selurus-lunrsnya serta berbakti kepada Nusa dan,t
Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden): .

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi .:

kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik
Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang
teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang:
undang dan peraturannya dengan selunrs-lurusnya serta berbakti
kepada Nusa dan Bangsa."

Pasal43O . .,;'
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Pasal 430 ;

Pengucapan sumpah/janji anggota DpR, DpD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan'
ketentuan perattrran perundang-undangan.

BAB XIV

PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN 
J

Pasal 431

(1) Dalam hat di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesattran
Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan;
bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan
sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat
dilaksanakan, dilalmkan Pemilu lanjutan.

(21 Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dimulai dari tahap Penyelenggaraan Pemilu
terhenti.

Pasal 432 :i"

(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayatr Negara
Kesattran Republik Indonesia terjadi kenrsuhan, gangguan
keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang
mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu
tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.

(21 Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan unhrk seluruh
tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 433
(1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah.,

ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.

(21 Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh: "
a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaari,

pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa'r
kelurahan/desa;

pada
yang

b.KPU...
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b. KPU Kabupaten/Kota atas usur ppK apabila penundaarr
pelahsanaan Pemilu meliputi sahr atau beberapa:
kecamatan;

c. KPU Provinsi atas usul Kpu Kabupaten/Kota apabila
penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu 

- 
atau

beberapa kabupaten/kota; atau
d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila pelaksanaan pemilu

lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa
provinsi.

Dalam hal Pemilu sebagaimana dimalcsud dalam pasal 431
ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) tidak dapat dilaksanat<an
di 4ovo (empat puluh persen) jumlah provinsi dan sOo/o (lima
puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional
tidak dapat menggunakan haknya unttrk memilih, penetapan,
Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan ditakukan oleh
Presiden atas usul KPU. 

:,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan wakhi',
pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur

BAB )(V
PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 

:

Unhrk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan
kewajiban Penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemirintah
daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai
dengan ketentuan perattrran perundang-undangan

Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimahsud pada ayat (r)
berupa:

a. penugasan personel pada sekretariat ppK, panwaslu
Kecamatan, dan PPS;

b. penyediaan sarana rua,rga,r sekretariat ppK, panwaslu'
Kecamatan dan PPS;

c. pelaksanaan sosialisasi terhadap peratrrran penrnd.ang-'
undangan Pemilu;

(4)

(1)

(21

d.pelaksanaan...
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pelaksanaan pendidikan politik bagr pemilih unhrk
meningkatlan partisipasi masyarakat dalam pemilu;

kelancaran transportasi pengiriman logistik;
pemantauan kelancaran Penyelenggaraan pemilu; dan
kegiatan lain yang sesuai dengan kebuhrhan pelaksanaan
Pemilu.

BAB )ffI
PEMANTAUAN PEMILU

Bagan Kesahr

Pemantau Pemilu

(l) Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau pemilu.

(21 Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (U
meliputi:

a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan
atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada:
Pemerintah atau pemerintatr daerah;

b. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;

c. lembaga pemilihan luar negeri; dan
d. perwakilan negara satrabat di Indonesia.

Bagran Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau pemilu

Pasal 436
(1) Pemantau Pemilu hams memenuhi persyaratan:

a. bersifatindependen;
b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan

c. teregistrasi
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c. teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
cakupan wilayah pemantauannya.

Khusus pemantau dari luar negeri sebagaimana dimaksud
dahm Pasal 435 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d,
selain memenuhi persyaratan sebaga.imana dimalsud pada
ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai
pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan
lurat pernyataan dari organisasi pemantau yang
bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempai
yang bersangkutan pemah metrakukan pemantauan;

b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilu dari
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan

c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 437

Pemantau Pemilu sebegaimana dimaksud dalam pasal 4S5
ayat l2l mengajukan permohonan unhrk melakukan
pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir registrasi yang
disediakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bavyaslu
Ikbupaten/Kota.
Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengembalikan formulir registrasi kepada Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dengan
menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
a. prolil organisasi/lembaga;

b. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SI(T) dari
Pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki
pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum
perkumpulan;

c. Nomor Pokok Wajib P4iak (NPt[rg organisasi/Iemboga;
d. nama dan jumtah anggota pemantau;

(1)

(21

e. alokasi . . .
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(s)
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e. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke
daerah;

f. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah
yang ingrn dipantau; dan

g. narna, surat keterangan domisili, dan pekerjaan
penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri
terbaru.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota
meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda
terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan
sertilikat akreditasi.

Dalam hal pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantau
Pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan
Pemilu.

Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara
sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 435 ayat {21 huruf d, yang bersangkutan harus
mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.

Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu
diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Ketiga

Wilayah Kerja Pemantau Pemilu

Pasal 438

Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah
pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah
diqiukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.
Pemantar Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih
dari satu provinsi harus mendapatka:r persetqiuan Bawaslu
dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi masing-masing.

(1)

(2t

(3) Pemantau . . .
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Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih
dari satu kabupaten/ kota pada satu provinsi harus
mendapatkan persetujuan Bawaslu Provinsi dan wajib
melapor ke Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing.

Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri
dikeluarkan oleh Bawaslu.

Bagan Keempat

Tanda Pengenal Pemantau Pemilu

Pasal 439

Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 435 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu l(abupaten/ Kota sesuai
dengan wilayah kerja yang bersangkutan.

Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 435 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d
dikeluarkan oleh Bawaslu.

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:

a. tanda pengenal pemantau asing biasa; dan

b. tanda pengenal pemantau asing diplomat.

Pada tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dimuat informasi
tentang:

a. nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi tugas;

b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;

c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yanrg
bersangkutan;

d. wilayah kerja pemantauan; dan

e. nomor dan tanggal akreditasi.
Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemilu.

(1)

t2l

(3)

(4)

(s)

(6) Ketentuan .
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format tanda
pengenal pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu

Pasal 440

(1) Pemantau Pemilu mempunyai hak:

a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari
Pemerintah Indonesia;

b, mengamati dan mengumpulkan informasi proses
Penyelenggaraan Pemilu;

c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara
dari luar TPS;

d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota; dan

e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan
kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan
pelaksa.naan Pemilu.

(21 Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing
yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik
selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilu.

Pasal 441

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:

a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan
menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh
Bawaslu;

c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda
pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;

d. menggunalan . . .
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menggunakan tanda pengenal selama menjalankan
pemantauan;

menanggr,rng semua biaya pelaksanaan kegiatan
pemantauan;

melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau
Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota
sesuai dengan wilayah pemantauan;

g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang

h.

i.

Penyelenggara Pemilu;

menghormati adat istiadat dan budaya setempat;

bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan
pemantauan;

menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang
dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu
kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam

Larangan Bagi Pemantau Pemilu

PaseJ 442

Pemantsu Pemilu dilarang:

a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan
Pemilu;

b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk
memilih;

c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang
Penyelenggara Pemilu;

d. memihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
e. menggunakan seragam, warna, atau atribut Lain yang

memberikan kesan mendukung Peserta Pemilu;

j.

k.

f. menerima . . .
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menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas
apa prrn dari atau kepada Peserta Pemilu;

mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan
pemerintahan dalam negeri Indonesia;

membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan
berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;

masuk ke dalam TPS; dan/atau

melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan
sebagai pemantau Pemilu.

(1)

(2t

Bagran Ketujuh

Sanksi Bagi Pemantau Pemilu

Pasal 443

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44L dan Pasa,\ 442 dicabut
status dan haknya sebagai pemantau Pemilu oleh Bawaslu.

Pasal 444

Pelanggaran oleh pemantau Pemilu atas kewajiban dan
lrarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44L dan
Pasal 442 dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442
dilakut<an oleh pemantau dalam negeri dan terbukti
kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai
pemantau Pemilu.

Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442
dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya,
Bawaslu mencabut status darr haknya sebagai pemantau
Pemilu.

(3)

(4) Pelanggaran . . .
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(4) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat
tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh
pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 445

Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan
hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status
dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444
ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagran Kedelapan

Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 446

Sebelum melaksanalan pemantauan, pemantau Pemilu melapor
kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.

Pasal447

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan
diatur dalam peraturan Bawaslu.

BAB XVII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 448

(1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.

l2l Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam bentuk:
a. sosialisasi Pemilu;

b. pendidikan politik bagi Pemilih;

c. survel .
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c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan

d. penghitungan cepat hasil Pemilu.

Bentuk partisipasi masyarakat sebegaimnna dimaksud pada
ayat (21 dengan ketentuan:

a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan
atau merugikan Peserta Pemilu;

b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan
Pemilu;

c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat
secara luas; dan

d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi
Penyelenggaraan Pemilu yang afiran, damai, tertib, dan
lancar.

Pasal 449

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu,
pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat
tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib
mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.

(2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
dilakukan pada Masa Tenang.

Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib
mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib
memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan,
dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan
merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.

Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu
hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah
selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
Pel,anggaran terhadap ketentuan ayat (21, ayat (4), dan
ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

(1)

(3)

(4)

(s)

(6)

Pasal 450...
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Pasal 450

Ketentuan lebih lanjut mengenai
masyarakat dalam Penyelenggaraan
Perahrran KPU.

(1)

pelaksanaan partisipasi
Pemilu diatur dalam

BAB XVIU

PENDANAAN

Pasal 451

Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU KabupatenlKota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, DKPP,
Sekretariat Jenderal KPU, selrretariat KPU Provinsi,
sekretariat KPU IGbupaten/Kota, Sekretariat Jenderal
Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan sekretariat DKPP bersumber dari
APBN.

Dana penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu wajib
dianggarkan dqlam APBN.

Penyelenggaraan debat Pasangan Calon dibebankan pada
APBN.

Biaya jasa akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU
dibebankan pada APBN.

Sekretaris Jenderal KPU mengoordinasikan pendanaan
Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi,
KPU KabupatenfKota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.

Sekretaris Jenderal Bawaslu mengoordinasikan pendanaan
pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Sekretaris DKPP mengoordinasikan pendanaan penanganan
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat 121yartg dilaksanakan oleh DKPP.

(2t

(3)

(4)

(s)

(6)

t7l

Pasal 452...
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Pasal 452

Anggaran Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang tentang APBN wajib dicairkan sesuai dengan
tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 453

Kedudukan keuangan anggota KPU, Bawaslu, DKPP,
KPU Provinsi, KPU lkbupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Presiden.

BUKU KEEMPAT

PEI.ANGGARAN PEMILU, SENGKETA PROSES PEMILU, DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILU

BAB I

PELANGGARAN PEMTLU

Bagian Kesatu

Penanganan Temuan dan Ix.poran Pelanggaran Pemilu

Pasal 454

Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu
dan laporan pelanggaran Pemilu.

Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan
aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kccamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu.

Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung
Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta
Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau
Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

(1)

(2t

(3)

(4) Laporan . .
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Laporan pelanggaran Pemilu sebogiaimana dimaksud pa.da
ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara terhrlis dan paling
sedikit memuat:

a. nama dan alamat pelapor;

b. pihak terlapor;

c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan

d. uraian kejadian.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama
7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran
Pemilu.

laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan
terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan
Pengawas TPS paling LerrraT (tqiuh) hari setelah temuan dan
laporan diterima dan diregistrasi.

(8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS
memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan
dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Pasal 455

(1) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang
merupakan:

(5)

(6)

t7l

a. pelanggaran , . .
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a. pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Ban aslu Kabupaten/ Kota, diteruskan oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan/ atau Bawaslu Kabupaten/ Kota
kepada DKPP;

b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu lkbupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,
dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-
masing; dan

c. pelanggaran terhadap perahrran perundang-undangan
lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa
Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu:

1. diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS
sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau

2. diteruskan kepada instansi atau pihak yang
berwenang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dan
laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan
Bawaslu.

Bagian Kedua

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pasal 456

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan
pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang
berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas
sebogai Penyelenggara Pemilu.

Pasal 457
(1) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 456 diselesaikan oleh DKPP.

(2) Pelanggaran . . .
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Pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN
diselesaikan oleh DKPP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran
kode etik Penyelenggara Pemilu sebogeimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DKPP.

Pasal 458

Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu di4iukan secara tertulis oleh
Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye,
masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas
pengadu kepada DKPP.

DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi
terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada
Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan
sidang DKPP.

Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak
memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), DKPP menyampaikan panggrlan kedua 5 (lima) hari
sebelum melaksanakan sidang DKPP.

Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melalrukan panggilan dan
Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa
alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas
dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara
Pemilu yang bersangkutan.

Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri
dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat
menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.

Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan
mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di
hadapan sidang DKPP.

Saksi dan/ atau pihak lain yang terkait memberikan
keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk
dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.

(1)

t2t

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

(8)

(e)

(10) DKPP. . .
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(10) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian
dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut,
mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta
mempertimbangkan bukti lainnya.

(11) Puhrsan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam
rapat pleno DKPP.

(12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa
teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau
pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.

(13) Rrtusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final
dan mengikat.

(14) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Pasal 459

DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daeralr untuk
memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu di daerah.

Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/ Kelurahan, dan
Penga.was TPS.

Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
unsur keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU
Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai
kebutuhan.

Pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno DKPP.

Ketentuen lebih lanjut mengenai tim pemeriksa daerah
diatur dalam Peraturan DKPP.

(1)

l2l

(3)

(4)

(5)

(6)

Bagran . .
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Bagian Ketiga

Pelanggaran Administratif Pemilu

Paragraf 1

Umum

Pasal 460

(l) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran
terhadap tata ca.ra, prosedur, atau mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam
setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

l2l Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud
ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu
pelanggaran kode etik.

Paragraf2

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Pasal 461

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
administratif Pemilu.

Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan
membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai
pelanggaran administratif Pemilu kepa.da pengawas Pemilu
secara berjenjang.

Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka,
Dalam hal diperlukan sesuai kebuhrhan tindak lanjut
penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib
memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan
laporan diterima dan diregistrasi.

pada
dan

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

(6) Putusan . . .
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(6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran
administratif Pemilu berupa:

a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur,
atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan
penrndang-undangan;

b. teguran tertulis;

c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam
Penyelenggaraan Pemilu; dan

d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini.

Pasal 462

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari keda sejak
tanggal putusan dibacakan.

Pasal 463

Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara
terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima,
memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran
administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja.

Pemeriksaan sslagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KPU wajib menindakLanjuti putusan Bawaslu dengan
menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan
Bawaslu.

Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1)

(2t

(3)

(4)

(5) Calon . . .
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(5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD
kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi
administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat mengajukan upaya hukr.rm ke Mahkamah
Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak kepuhrsan KPU ditetapkan.

(6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran
administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhihrng sejak berkas perlrara diterima oleh Mahkamah
Agung.

(71 Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan
keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU
wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden.

(8) Putusan Mahkamah Agung bersifat frnal dan mengikat.

Pasal 464

Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu l(abupaten / Kota mengadukan
ke DKPP.

Pasal 465

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran
administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

BABII...
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BAB II

SENGKETA PROSES PEMILU

Bagan Kesatu

Umum

Pasal 466

Sengketa proses Pemilu meliputi
afltar-Peserta Pemilu dan sengketa
Penyelenggara Pemilu sebagai akibat
KPU, keputusan KPU Provinsi,
Kabupaten/Kota.

sengketa yang terjadi
Peserta Pemilu dengan

dikeluarkannya keputusan
dan keputusan KPU

(1)

(2t

(3)

Bagian Kedua

Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pasal467

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, kepuhrsan
KPU Provinsi, dan keputusan KPU lkbupaten/Kota.
Permohonan penyelesaian sengketa prroses Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon
Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara
tertulis dan paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat pemohon;

b. pihak termohon; dan

c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau
keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab
sengketa.

(4) Permohonan
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Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling
lama 3 (figa) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan
KPU, kepuhrsan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU
Ikbupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Pasal 468

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling
lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya perrnohonan.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota
melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui
tahapan:

a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu; dan

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk
mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah
dan mufakat.

Datam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang
bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hunrf b,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Pasal 469

hrtusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses
Pemilu merupakan putusan yang bersilat linal dan mengikat,
kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang
berkaitan dengan:

a. verilikasi Partai Politik Peserta Pemilu;

(1)

t2t

(3)

l4l

(1)

b.penetapan...
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b. penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan

c. penetapan Pasangan Calon.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang
dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para
pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan
tata usaha negara.

Seluruh proses pengambilan puhrsan Bawaslu wajib
dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat
dipertanggungj awabkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian
sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagran Keempat

Penyelesaian Sengleta Proses Pemilu
di Pengadilan Tata Usaha Negara

Paragraf 1

Umum

Pasal 470

Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha
negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata
usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik caton
Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,
dan keputusan KPU lhbupaten/Kota.
Sengketa proses Pemilu sglagainran4 dimaksud pada ayat (t)
merupakan sengketa yang timbul antara:
a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak

lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;

(2t

(3)

(l)

(2)

b. KPU. . .
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b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi
sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang
Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 235; dan

c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap
sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 471

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47O ke pengadilan tata
usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di
Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468,
dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama
5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.

Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan
melengkapi gugatan paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
penggugat belum menyempumakan gugatan, hakim
memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dapat dilakukan upaya hukum.

l2l

(3)

(4)

(5)

(6)Pengadilan...
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Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus
gu.gatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
21 (dua puluh satu) hari ke{a sejak gugatan dinyatakan
lengkap.

Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) bersifat frnal dan mengikat serta
tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha
negara seb"gaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama
3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3

Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu

Pasal472

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47O dan
Pasal 471 dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim
khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan
pengadilan tata usaha negara.

Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan keputusan Kehra Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah
hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim
minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu
pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kedanya telah
mencapai 3 (tiga) tahun.

Hakim khusus sslagaimana dimaksud pada ayat (1) selama
menangani sengketa tata usaha negara Pemilu dibebaskan
dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara lain.

Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menguasai pengetahuan tenteng Pemilu.

(r)

(21

(3)

(4)

(s)

(6) Ketentuan...
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus
dengan Peraturan Mahkamah Agung.

BAB III

PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Bagan Kesatu

Umum

Pasal 473

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU
dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara
hasil Pemilu secara nasional.

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan
penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi
perolehan kursi Peserta Pemilu.

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden secara nasionat meliputi
perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat
memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasit Pemilu

Pasal 474

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara
hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional,
Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat
mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah
Konstitusi.

(l)

(2)

(3)

(1)

(2) Peserta . . .
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Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meng4jukan
permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua
puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan
suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara
nasional oleh KPU.

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki
dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali
dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh
Mahkamah Konstitusi.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 475

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon
dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi
dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Keberatan s6lagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi
penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan
untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden.

Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul
akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan
ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil
penghihrngan suara kepada:

a. Majelis Permusyawaratan Ralryat;
b. Presiden;

c. KPU;

d. Pasangan Calon; dan

(4)

(s)

e. Partai . . .
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e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengajukan calon.

BUKU KELIMA

TINDAK PIDANA PEMILU

BAB I

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

Bagran Kesatu

Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Pasal 476

Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu l(abupaten/ Kota,
dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara
Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan
menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga
merupakan tindak pidana Pemilu.

Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak
pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah
berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.
Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan
paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat pelapor;

b. pihak terlapor;
c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
d. uraian kejadian.

Pasal 477 ..
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Pasal 477

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak
pidana Pemilu dilalrukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 478

Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak
pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana Pemilu;

b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama
menjalankan tugasnya; dan

c. tidak pemah dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 479

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti
permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu,
hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan
kepada penyidik paling lama I x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam.

Pasal 480

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara
kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa
kehadiran tersangka.

Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan
berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang hanrs
dilakukan untuk dilengkapi.

(1)

(21

(3) Penyidik. . .
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Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas
sebagaimana dimalsud pada ayat l2l harus sudali
menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada
penunhrt umum.

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepa.da pengadilan
negeri paling lama 5 (lima) had sejak menerima berkas
perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran
tersangka.

Pasal 481

Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini.
Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis
khusus.

Pasal 482

Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tqiuh) hari
setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan
dengan tanpa kehadiran terdakrra.

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan
paling lama 3 (trga) hari setelah putusan dibacakan.
Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan
banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari
setelah permohonan banding diterima.
Pengadilan tinggi memeriksa dan memutr.rs perkara banding
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama
7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.

(1)

(2t

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Putusan . . .



(s)

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-287 -

Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta
tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Pasal 483

hrtusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482
ayat (1) dan ayat (a) harus sudah disampaikan kepada
penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan
dibacakan.

Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482
harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah
putusan diterima oleh jaksa.

Pasal 484

Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu
yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi
perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai pding
lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu
secara nasional.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU lhbupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l).
Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan
pengadilan dibacakan.

Bagran Kedua

Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu

Pasal 485

(1) Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481
ayat (21 terdiri atas hakirn ktrusus yang merupakan hakim
karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tingg yang
ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara tindak pidana Pemilu.

(1)

t2t

(1)

(2t

(3)

(2)Hakim. . .
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Hakim khusus 5slagaiman4 dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan keputusan Kehra Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai
hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu
pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah
mencapai 3 (tiga) tahun.

Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama
memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilu
dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara lain.
Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (f) harus
menguasai pengetahuan tentang Pemilu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur
dengan Perahrran Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga

Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 486

(1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan
tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
membentuk Galkumdu.

(21 Gakkumdu sslag4imana dimaksud pada ayat (1) melekat
pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota.

(3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung
Republik Indonesia.

Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan
tindak pidana Pemilu.

(4)

(5)Penyidik. . .
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Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperbanhrkan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari
instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.

Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada
penyrdik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(71 Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya dibanhr oleh sekretariat Gakkumdu.

Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran
Bawaslu.

Untuk pembentukan GakJ<umdu di luar negeri, Bawaslu,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung
Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar
Negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan
Peraturan Bawaslu.

Pasa] 487

Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486
ayat (11) disusun secara bersama oleh Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,
dan Ketua Bawaslu.

Peraturan Bawaslu gglagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dalam forum
rapat dengar pendapat.

(l 1)

(1)

(21

BAB II .
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BAB II

KETENTUAN PIDANA PEMILU

Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang
tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang
suatu hal yang diperlukan untuk pengisian dafar Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (sattr) tahun dan denda paling banyak
Rpf 2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 489

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak
mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara
setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 2O7, dart
Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
bulan dan denda paling banyak Rp6.O0O.OOO,OO (enam juta
rupiah).

Pasal 490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja
membuat keputusan dan/atau melakr,rkan tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam
masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah).

Pasal 491

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu
jalannya l(ampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan
pding lama I (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.OOO.OOO,OO (dua belas juta. rupiah).

Pasal 492...
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Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu
di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan
KPU l(abupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana
kunrngan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 493

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar
larangan sg[agaiman4 dimaksud dalam Pasal 28o ayat (21

dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 494

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa,
perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa
yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama
I (sahr) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah).

Pasal 495

Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang
dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan
Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana
dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan
denda paling banyak RpI2.O0O.OOO,OO (dua belas juta
rupiah).

Pelaksana kampanye dan/ atau peserta kampanye yang
karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan l(ampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (cnam)
bulan dan denda paling banyak Rp6.0OO.OOO,0O (enam juta
rupiah).

(l)

l2l

Pasal 496...
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Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan
tidak benar dalam laporan dana l(ampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (21, dan/atan ayat (3)
serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak
benar dalam laporan dana lGmpanye, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp2a.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 498

Seorang majikan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan
kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya
pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa
pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp12.000.000,00 (dua betas juta rupiah).

Pasal 499

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak
memberikan surat suara pengganti hanya I (satu) kali kepada
Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak
mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat l2l
dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan
denda paling banyak RpI2.OOO.OOO,OO (dua belas juta rupiah).

Pasal 500...
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Pasal 500

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja
memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain seb"geimana
dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 501

Setiap anggota KPPS yang dengan sengqia tidak melaksanakan
keputusan KPU lhbupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang
di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp12.0O0.000,00 (dua belas juta
rupiah).

Pasal 502

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak
melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk
melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan
pidana penjara paling lama I (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 503

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak
membuat dan menandatangani berita acara kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362
ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara
pemungutan dan penghitungan suara serta sertifrkat hasil
penghitungan suara seb"gFimana dimaksud dalam Pasal 389
ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).

Pasal 5O4...
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Pasal 504

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau
hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara
dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 505

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS
yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau
berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satuf tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 506

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak
memberikan salinan I (satu) eksemplar berita acara pemungutan
dan penghihrngan suara, serta sertifikat hasil penghitungan
suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN,
PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 390 ayat(21 dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rpr2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 507

(1) Setiap Panwaslu Kelurahan/ Desa yang tidak mengawasi
penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan
tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (sahr) tahun dan denda paling
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2)Setiap...
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(2) Seti^n Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi
penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU
Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu
Kabupa.ten/Kota seb"gaimana dimaksud dalam Pasal 390
ayat (71 dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.OOO.OO0,OO (dua belas juta rupiah).

Pasal 508

Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifrkat
hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.OOO.O0O,O0 (dua belas juta rupiah).

Pasal 509

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak
pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebogaimana
dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana
kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.OO0.OOO,OO (dua belas juta rupiah).

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain
kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp24.OOO.OOO,O0 (dua puluh empa.t juta rupiah).

Pasal 511

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman
kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada
padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang
untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut
Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.OOO.OOO,O0 (tiga
puluh enam juta rupiah).

Pasal 512...
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Pasal 512

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU lbbupaten/Kota, PPK,
PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan
Bawaslu, Bawaslu Frovinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan/ atau Panwaslu LN
dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan
pengumunran daftar pemilih sementara, perbaikan dan
pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan,
penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih
tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar
pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang
memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220
ayat l2l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiea)
tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah).

Pasal 513

Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak
memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah).

Pasal 514

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara
yang dicetak melebihi jumlah yang ditenhrkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 344 ayat (21, ayat (3), dan ayat (4),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh
juta rupiah).

Pasal 515. . .
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Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih
Peserta Pemilu tert€ntu atau menggunakan hak pilihnya dengan
cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 516

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara
memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN
atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama
18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 517

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan
suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp60.00O.OOO,OO (enam puluh juta
rupiah).

Pasal 518

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU
Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam
pelaksanaan verffikasi partai politik calon Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau
pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan
Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelal<sanaan verifrkasi kelengkapa.n
administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp36.OOO.OO0,0O (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 519. . .
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Pasal 519

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang
untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan
menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya
untuk memperoleh dukungan bagi pencdonan anggota DPD
dalam Pemilu sebagai6ala dimaksud dalam Pasal 183 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp36.000.OOO,OO (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 520

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen
palsu dengan maksud untuk memakai atau menJnrmh orang
memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat
atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 254 dalr Pasal 260 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 521

Setirap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang
dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan lGmpanye
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,
huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.OOO.OOO,0O (dua
puluh empat juta rupiah).

Pasal 522...
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Pasal 522

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim
konstitusi, hakim pada semua badan peraditan, Ketua/Wakil
Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubemur,
Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi grbernur Bank
Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau
karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah
yang melanggar sebogaimana dimaksud dalam
Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara pding lama
2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.O00.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah).

Pasal 523

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu
yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang
atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta
Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) ahun
dan denda paling banyak Rp24.OOO.OOO,OO (dua puluh empat
juta rupiah).

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu
yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau
memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepa.da
Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung
sebagaimsn4 dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan
denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan
juta rupiah).

SetiaF orang yang dengan sensaja pada hari pemungutan
suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak
pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).

(1)

12)

(3)

Pasal 524. . .
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Pasal 524

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris
Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris
KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris
KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbuKi dengan sengaja melakukan
tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp24.OOO.OO0,OO (dua puluh empat
juta rupiah).

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris
Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris
KPU Provinsi, pega.wai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris
KPU lkbupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya
melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan
Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (sahr) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasd 525

Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha
nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu
melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan
sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada
KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan
kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima rahrs juta rupiah).

Pasal 526...
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Pasal 526

Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha
nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu
melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp50O.0OO.000,OO flima ratus juta rupiah).
Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan
sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada
KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan
kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah masa Kampanye Pemilu berakhil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling Lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp500.00O.000,00 (lima rahrs juta rupiah).

Pasal 527

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah).

Pasal 528

Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 339 ayat (2) dan tidak melaporkan
kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan
yang diterima.

Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari
sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan
dan/ atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling
latna 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (trga) kali dari
jumlah sumbangan yang diterima.

(l)

(21

(1)

(2)

Pasal 529. . .
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Pasal 529

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja
mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetaplen oleh KpU
untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliarrupiah).

Pasal 530

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga
kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 531

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan,
dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya
untuk memilih, melalnrkan kegiatan yang menimbulkan
gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan
suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp24.0OO.OO0,0O (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 532

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
menyebabkan suara seorang Pemitih menjadi tidak bernilai atau
menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara
atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan-denda
paling banyak Rp48.000.000,00 (empa.t puluh delapan juta
rupiah).

Pasal 533...
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Pasal 533

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan
suara mengaku dirinya sebogai orang lain dan/atau
memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS
atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 534

Setiap orang yang dengan sengaja memsak atau menghilangkan
hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 535

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau
menghilangkan berita acara pemungutan dan penghihrngan suara
dan/atau sertilikat hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 536

Setiap orang yang dengan sengaja memsak, mengganggu, atau
mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).

Pasal 537

Setiap anggota KPPfI/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan
keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel
yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan
sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN
baAi KPPSTLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling
banyak RpI8.OOO.OOO,OO (delapan belas juta rupiah).

Pasal 538. . .
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Pasal 538

PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu
di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada
PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat
juta rupiah).

Pasal 539

PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu
di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada
KPU lbbupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 540

Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan
penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa
prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil
resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama f (satu)
tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan
prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam
setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia
bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449
ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu)
tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak
Rp18.OOO.OOO,OO (delapan belas juta rupiah).

(1)

(21

Pasal 541 ...
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Pasal 541

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KpU
Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan
terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 484 ayat (21 y&g telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah).

Pasal 542

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ll ayat (3),
anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah).

Pasal 543

Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
I(abupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/ atau Panwaslu
Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan
sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/ atau laporan
pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU,
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau
KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp24.000.000,O0 (dua puluh empat juta
rupiah).

Pasal 544

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
banyak Rp72.OO0.O00,OO (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 545...
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Pasal 545

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau
mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya
Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tattun dan denda paling banyak Rp36.OO0.0OO,OO (tiga
puluh enam juta rupiah).

Pasal 546

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU lhbupaten/Kota, PPK,
PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat kepuhrsan
dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tlga) tahun dan
denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).

Pasal 547

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat kepuhrsan
dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau
menrgikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).

Pasal 548

Setiap orang yaflg menggunakan anggaran pemerintah,
pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan
usaha milik desa untuk disumbanglan atau diberikan
kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak
RpI.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah).

Pasal 549...
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Pasal 549

Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan
suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373
ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah
terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp24.O00.OOO,O0 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 550

Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan
sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan
Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah).

Pasal 551

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Ihbupaten/Kota, PPK, dan/atau
PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau
berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda palng banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 552

(1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan
sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden
dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan
suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
RpSO.OOO. 000. 000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Pimpinaa . . .



t2t

(1)

12)

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-308-

Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai
Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau
Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai
dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliarrupiah).

Pasal 553

Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan
sengaja mengundurkan diri setelah p€mungutan suara
putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan
suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp 1 00. 000. 000.000,00 (serattrs miliar rupiah).

Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai
Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau
Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai
dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak RpIOO.OOO.OOO.O0O,OO (seratus
miliar rupiah).

Pasal 554

Dalam hal Penyelenggara Pemilu melalrukan tindak pidana
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491,
Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511,
Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (l), Pasal 526
ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535,
dan Pasal 536, pidana bagr yang bersangkutan ditambah
1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini.

BUKU.. .
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BUKU KEENAM

PENUTUP

BAB I

KETENTUAN LAIN-I,AIN

Pasd 555

(1) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat
melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini, Sekretaris Jenderal
KPU melaksanalan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk
sementara wakuu sampai dengan KPU dapat melaksanakan
tugasnya kembali.

(21 Dalam hal KPU tidak dapat melaksanakan tahapan
Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Presiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau
tindakan yang bersifat strategis agar KPU dapat
melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 30 (tiga
puluh) hari.

(3) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya,
KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan
Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai
dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat
menjalankan tugasnya kembali.

Pasal 556

(1) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini, Sekretaris Jenderal Bawaslu melaksanakan
pengawasan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk
sementara waktu sampai dengan Bawaslu dapat
melaksanakan tugasnya kernbali.

(2) Dalam. . .
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Dalam hal Bawaslu tidak dapat melaksanakan hrgas
sebegaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan DPR
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat
strategis a3ar Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya
kembali paling lambat 3O (tiga puluh) hari.
Apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan
hrgasnya, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi melaksanakan
tahapan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu unhrk
sementara waktu sampai dengan Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu lGbupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya
kembali.

Pasal 557

Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi
Independen Pemilihan Ihbupaten/Kota merupakan satu
kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan

b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu
kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (U wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang
ini.

Pasal 558

Apabila terjadi hal yang mengakibatkan DKPP tidak dapat
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini, Sekretaris DKPP melaksanakan penanganan
pelanggaran kode etik untuk sementara waktu sampai
dengan DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali.

Dalam hal DKPP tidak dapat melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), kesiden dan DPR
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat
strategis agar DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali
paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

(2)

BABII ...
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BAB II
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 559

Segala kewajiban dengan pihak lain yang belum selesai
dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu periode sebelumnya atau
yang telah berakhir masa tugas tetap berlangsung dan dinyatakan
tetap berlaku menurut Undang-Undang ini.

Pasal 560

Keanggotaan DKPP yang mewakili unsur KPU dan Bawaslu yang
telah ditetapkan oleh Presiden sebelum Undang-Undang ini
diundangkan dinyatakan tidak berlalnr.

Pasal 561

Sekretariat Jenderal Bawaslu terap melaksanakan tugasnya
dalam membantu DKPP sampai dengan dibentuknya Sekretariat
DKPP berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 562

Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara
Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 563
(1) Keanggotaan:

a. KPU;

b. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan provinsi
Aceh;

c, KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;

d. Bawaslu;

e. Bawaslu . . .



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-312-

e. Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi
Aceh; dan

f. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilhan
Kabupaten/Kota,

yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa
keanggotaannya.

(21 Dalam hal keanggotaan:

a. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi
Aceh;

b. KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;

c. Bawaslu Provinsi/ Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi
Aceh; dan

d. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota,

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 20ll tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah sampai dengan pelantikan kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih, masa keanggotaannya tidak dapat
diperpanjang.

Pasal 564

Dalam hal proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/ Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/ Kota yang sedang berlangsung pada saat Undang-
Undang ini diundangkan, persyaratan dan proses seleksi yang
sedang berlangsung tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasd 565. . .
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pasal 565

Hasil seleksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun-2011 tentang Penyelenggara pimimran Umum dapa.t
ditet^pkan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Iiota
sepaniang memenuhi persyaratan sebagaimana dfitur aalam
Undang-Undang ini.
Tata cara pemenuhan persyaratan sebagaiqrana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bauraslu.

pasal 566

Proses peralihan status sekretaris KpU provinsi, sekretaris
KPU Kabupaten/Kota, pegawai sekretariat KpU provinsi, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota. menjadi pegawai
Sekretariat Jenderal KPU dilakukan secara bertahap sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses peralihan status kepegawaian sebagai'nana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KpU
dengan terlebih dahulu memberikan pilihan kepada pegawai
yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan pemerintah
daerah.

Proses peralihan status sekretaris Bawaslu provinsi dan
pegawai sekretariat Bawaslu provinsi menjadi pegawai
Sekretariat Jenderal Bawaslu dilakukan secara btrtahap
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses peralihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu
dengan terlebih dahulu memberikan pilihan kepada pegawai
y_ang bersangkutan dan berkoordinasi dengan pemerintah
daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan status
kepegawaian sebagaimana dirnak;d p.a.'"v.i (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (a) diatur dalam peraturan Femerintah.

Pasal 567. ..
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Pasal 567

Masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
I(abupaten/Kota yang terpilih sebelum berlakunya Undang-
Undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun.
Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota harus melalui proses seleksi berdasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/ Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal
pengundangan Undang-Undang ini.

Pasal 568

Dalam hal keanggotaan KPU Provinsi atau KPU
IGbupaten/Kota belum memenuhi jumlah keanggotaan
gslngaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, rapat
pleno KPU Provinsi atau KPU lGbupaten/Kota sah jika
dihadiri oleh paling sedikit 2/3 {dua pertiga) dari jumlah
anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang
dibuktikan dengan daftar hadir.

Keputusan rapat pleno KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sah
jika disetqjui oleh lebih dari 5oo/o (lima puluh persen) dari
jumlah anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
yang hadir.

(3)

(1)

(2t

BAB III. . .
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 569

Pada saat Undang-Undang ini mulai berliaku, keikutsertaan partai
politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DpRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diahrr khusus dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh,
dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 570

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari:

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2OO8 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246); dan

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OL2 tsntang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 117, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dal,am Undang-Undang ini.

Pasal 571
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Pasal 571
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan
Umum Presiden dan Wakil presiden (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OlL tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Iembaran Negara RepuUi[
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor lO1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2Ot2 tentang pemilihan

Y*"T Anggota DPR, DPD, dan DpRD (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
Pasal 57 dan Pasal 6O ayat (1), ayat (2), serta ayat (4)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 572

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini hanrs ditetapkan
paling lama I (satu) tahun terhihrng sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

Pasal 573

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

d.

Agar...
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A-gar setiSn orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya aaUm -Irmbaian
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanigaf fO egu"tu" ZOfZ

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBUK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. I,AOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERI.AN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Plt. Asisten Deputi Bidang pemerintahan Dalam Negeri

dan Otongpgpqgqah, Deputi Bidang Hukum dan
undangan,


